Menimbang

Mengingat

BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

a.

KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 - 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui
Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023
tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;

bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen
Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan
Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala
Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-
2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat
Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;

bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan
memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis
(Renstra) sebagai dokumen perencanaan untuk periode 3
(tiga) tahun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun
2024-2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);



10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tamabhan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman [Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022
tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan
Daerah Otonom Baru;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;



21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2009-2029;

23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.

2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati
Pasuruan.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah unsur
pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2005-2025.

6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024-2026.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga)
tahun.

8. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat
Renstra DLH adalah dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup untuk
periode 3 (tiga) tahun.

9. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Renja
DLH adalah dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup untuk periode
1 (satu) tahun.



BAB 1I
KEDUDUKAN RENSTRA
DLH

Pasal 2

(1) Renstra DLH Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

(2) Renstra DLH sebagaxmana dimaksud pada ayat (1 digunakan sebagai
gu ag
pedoma.n bagl DLH dalam nenyusun Ren]a DLH.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra DLH disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB I : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;

BABV : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN;

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Renstra DLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala DLH wajib melaksanakan Renstra DLH dalam rangka mendukung capaian
Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Dokumen RPD Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024-2026.

BAB Il
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Kepala DLH wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan dan hasil Renstra DLH.

{2) Kepala DLH menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan
yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitan dan
pengembangan.



BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra DLH Tahun 2027, Renstra
DLH Tahun 2024-2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun
Renja DLH Tahun 2027.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sesiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 4 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 30
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I1.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 - 2026

UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Misi Pembangunan Jangka
panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 dan Rencana
Pembangunan Daerah yang akan dicapai sampai pada akhir tahun
perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan
yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra DLH,
sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. Oleh sebab itu
dokumen renstra DLH harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan
daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
program, kegiatan subkegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra DLH dan Renja DLH, Dinas
Lingkungan Hidup melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan
para pemangku kepentingan, selain itu penetapan Renstra DLH th 2024-
2026 dilakukan dua minggu setelah penetapan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra DLH meliputi, Persiapan
Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan,
Pelaksanaan Forum DLH /lintas Renstra DLH, Perumusan Rancangan
Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra DLH memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan serta sub
kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non
pelayanan dasar bidang urusan lingkungan hidup sesuai dengan tugas dan
fungsi DLH yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :



1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat
Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).
Pasal 7
Dokumen Renstra DLH Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan
sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja DLH dan Perubahan
Renja dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 119
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LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI PASURUAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN e s 30 TAHUN 2023
* 11 APRIL 2023

. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Peraturan Menteri Dalam Negeri -

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara ISIBAB I :
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 1.1 LATAR BELAKANG
Pembangunan Daerah, Tata Cara

1.2 LANDASAN HUKUM
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Panjang Daerah dan Rencana 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, —
serta Tata Cara Perubahan Rencana =
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa perencanaan
pembangunan daerah dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan
daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan
publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan derah dilakukan terhadap
Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Rencana
Pembangunan Daerah dalam hal ini meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD, sedangkan
Rencana Perangkat Daerah meliputi Rencana Strategis Perangkat Daerah dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah atau lebih dikenal dengan Renstra
merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta
menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada
periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas
suatu institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini
dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif
terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan- perubahan
lingkungan eksternal dan internal.

Fungsi penyusunan renstra adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan
rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, rencana
tersebut tidak semata mata hanya disusun dan didiamkan, tapi melainkan rencana yang
telah dibuat harus dilaksanakan sebagai acuan bahwa organisasi tersebut adalah

organisasi yang bekerja efektif dan berkinerja, dalam menilai apakah organisasi

{ Rencana Strategis Tahun 2024-2026 R _
e e - -
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tersebut memiliki kinerja yang baik, maka bisa dilihat dari seberapa banyak rencana
strategi yg dilaksanakan dalam rangka mencapai visi jangka menengah

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, bahwa
untuk Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 agar menyusun
Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah 20242026 yang selanjutnya
disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026,
serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Sehubungan dengan
hal tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan menyusun Rencana
Strategis (Renstra).

Proses penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dilakukan dengan
mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan
Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021 tentang Hasii Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Rensira Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 memuat tujuan, strategi,
kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan serta rencana pendanaan
yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sefta berpedoman
kepada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif.
Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat
Daerah. Alur proses penyusunan renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan
dan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan berdasarkan Rencana
Pembangunan Daerah Pasuruan Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada bagan alir berikut
ini:

—~— Rencana Strategis Tahun 20242026 ———— KD
et
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KEDUDUKAN RENSTRA SKPD
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Gambar 1. Kedudukan Renstra OPD

1.2Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
tahun 2020 tentang Cipta Kerja

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

—_— Rencana Strategis Tahun 2024-2026 >—
w
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8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor § Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-1014;

14. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan
Daerah Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

17. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 86 tahun 2017 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/ Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
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21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5§
Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat
Kelayakan Operasional Bidang Pengendaiian Pencemaran Lingkungan;

22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun;

23. Peraturan Menten Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik indonesia Nomor
11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Mesin Dengan Pembakaran Dalam;

24. Keputusan Menteri  Lingkungan  Hidup dan  Kehutanan  Nomor
SK.333/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024,

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

26. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan daerah Otonom Baru;

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)} Provinsi Jawa Timur Tahun
2005-2025;

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun
2009-2014;

29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 106 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan
Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga,;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Ruang
Terbuka Hijau;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD} Kabupaten Pasuruan Tahun
2005-2025;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 08 Tahun 2016 tentang tentang
Pertindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
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34. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas peraturan daerah kabupaten nomor 1 tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Pasuruan 2018-2023.

37. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi
Kabupaten Pasuruan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga;

38. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasuruan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tahun
2024-2026 ini dimaksudkan untuk:

1. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
dengan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan;

2. Sebagai acuan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan
berkelanjutan;

3. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara
partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan ke
dalam dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) dan RAPBD;

4. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya
peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi.

Adapun Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun

2024-2026 ini ditujukan untuk :

1. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup dan
menentukan langkah-langkah strategis Perangkat Daerah;
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2. Menjamin konsistensi rencana teknis Perangkat Daerah dengan tujuan dan sasaran
Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPD) Kabupaten dan norma, standar,
prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerntah Pusat yang menjadi
kewenangan Kabupaten;

3. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang lingkungan hidup;

4. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun
dana dalam pembangunan bidang lingkungan hidup;

5. Memudahkan dalam penyusunan dan penyampaian laporan capaian kinerja yang
terukur dalam evaluasi kinerja Perangkat Daerah dan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP}.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan
Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB | PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Lingkungan
Hidup, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah,
serta keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan
lainnya.
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Memuat penjelasan tentang peraturan perundangan yang dijadikan sebagai
acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renstra
Perangkat Daerah.
14 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah.

BAB Il GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1  Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Memuat Penjelasan tentang dasar hukum pembentukan Perangkat
Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan
fungsi.
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BAB Il

BAB IV

BAB V

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki
Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

23 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan target
Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya.

24 Kelompok Sasaran Layanan
Berisi hasil analisis dan penjabaran terkait dengan kelompok sasaran yang
diberikan pelayanan oleh Perangkat Daerah.

2.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan
Berisi hasil analisis dan penjabaran terkait dengan kelompok sasaran yang
diberikan pelayanan oleh Perangkat Daerah.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI

3.1 identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan
perangkat daerah
Mengemukakan permasalahan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor
yang mempengaruhinya.

3.2 Isu-isu Strategis
Mereview kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan
Perangkat Daerah, ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah,
sasaran jangka menengah pada Renstra K/, sasaran jangka menengah
Renstra Perangkat Daerah Provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan
Perangkat Daerah, dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

TUJUAN DAN SASARAN

41 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Pasuruan
Mengemukakan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Pasuruan yang didasarkan pada Tujuan dan Sasaran Rencana
Pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah
Menjabarkan Cascading Dinas Lingkungan Hidup mulai dan tujuan,
sasaran, outcome, dan Output serta indikatornya masing-masing.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
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Mengemukakan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam
mencapai tujuan dan sasaran resntra perangkat daerah tahun 2024-2026
BABVI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA
PENDANAAN
Menguraikan program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target,
dan pagunya (mengacu pada nomenklatur yang tercantum dalam Keputusan
Menteri Dalam Negen Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan
Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah).

BAB VIl KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rensira
Perangkat Daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama
Perangkat Daerah.

7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah
Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB Vil PENUTUP
Berisi uraian penutup yang berupa catatan penting yang perlu mendapat
perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan
anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta
rencana tindak lanjut,
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Il. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT
DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten IS|BAB 1l :
Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN
Kedua atas peraturan daerah Nomor 16 tahun 2016 STRUKTUR DLH
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, 2.2 SUMBER DAYA DLH
maka Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur 2 3 KINERJA PELAYANAN DLH
pelaksana Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan 3 4 TANTANGAN DAN PELUANG

urusan pemerintah bidang lingkungan hidup. PENGEMBANGAN
Lebih lanjut tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, PELAYANAN DLH
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan 2.5 KELOMPOK SASARAN
Hidup Kabupaten Pasuruan diatur dalam Peraturan LAYANAN

Bupati Pasuruan Nomor 153 Tahun 2021 Tentang 2.6 MITRA PD DALAM
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi PELAYANAN

Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Pasuruan
Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur
pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan
Hidup dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas
tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
¢. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup; dan
€. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.
2.1.2 Susunan Organisasi
A. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;

B. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
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2, Sub Bagian Keuangan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bidang Tata Lingkungan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Bidang Pengelolaan Sampah, Bahan Berbahaya dan Beracun (83), dan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

E. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

F. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

G. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan; dan
H. Kelompok Jabatan Fungsional.

o

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
SEXRETARIAT
T ——— .
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2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.2.1 Sumber Daya Manusia
Jumiah pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dapat dijelaskan
sebagai berikut : )
a. Menurut gender, terdiri darni laki-taki sebanyak 355 orang dan perempuan 60
orang.
b. Menurut status kepegawaian, terdiri dari :
- PNS = 80 orang (22,74%) dengan jumlah laki-laki 60 orang dan perempuan
20 orang;

- PTT {Pegawai Tidak Tetap) = 9 orang (3,01%) dengan jumlah laki-laki 7
orang dan perempuan 2 orang;

- THL (Tenaga Harian Lepas) = 266 orang (74,25%) dengan jumlah laki-laki
227 orang dan perempuan 39 orang.

c. Menurut Kepangkatan/ Golongan, dibagi sebagai berikut:

- Pegawai Golongan IV = 6 orang (8%);

- Pegawai Golongan Il = 26 orang (32%);

- Pegawai Golongan li = 43 orang (54%);

- Pegawai Golongan | = 5 orang (6%).

Gambar 2.2 Pegawai Berdasar Golongan

® Golongan |
| Golongan |l
m Golongan I

@ Golongan WV
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d. Menurut jenjang pendidikan distribusi ASN DLH yaitu sebanyak 10 orang

memiliki gelar S2, sebanyak 21 orang memiliki gelar S1, sebanyak 3 orang
memiliki gelar D3, sebanyak 33 orang berpendidikan SMA/Sederajat, sebanyak

8 orang berpendidikan SMP/ Sederajat dan sebanyak 5 orang berpendidikan
SD/Sederajat.

Gambar 2.2 Pegawai Berdasar Jenjang Pendidikan
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e. Menurut Pemetaan Nilai Indeks Profesionalitas ASN

Tabel 2,1 Pemetaan Nilai Indeks Profesionalitas ASN
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan

NO | Dimensl {Indikator} Sub Dimensi Rata-Rata Skor
1 | Kualifikasi Riwayat Pendidikan terkahir 7.3
2 | Kompetensi Riwayat Pengembangan 45

Kompetensi
3 | Kinerja Hasil penilaian Kinetja 25
4 | Disipfin Riwayat Hukum disiplin 5
TOTAL

Tabet 2.1 diatas didapat rata-rata skor indeks professionalitas ASN di Dinas
Lingkungan Hidup dari 80 ASN yaitu 41,8. Indeks profesionalitas ASN didapat dari
perhitungan 4 dimensi yaitu:

1. Indeks Dimensi Kualifikasi sebesar 7,3 (dengan nilai maksimal 25)
2. Indeks dimensi Kompetensi sebesar 4,5 (dengan nilai maksimal 40)
3. Indeks Dimensi Kinerja sebesar 25 (dengan nilai maksimal 30)

4. Indeks Dimensi Disiplin sebesar 5 (dengan nilai maksimal 5)

Dimensi kualifikasi dan kompetensi memiliki nilai rata-rata yang jauh dari
nilai maksimal, dimensi kualifikasi hanya mendapat nilai rata-rata 7,3 disebabkan

57% ASN di DLH memiliki pendidikan SMA sampai SD yaitu SMA 41%, SMP

—
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10% dan SD 6%. Dimensi kompetensi hanya memeperoleh angka 4,5 dari nilai
maksimal 40, hal ini disebabkan sebagian besar ASN di DLH adalah tenaga
lapangan pengelola persampahan dan pengelola pertamanan yang jarang
mendapatkan diklat dan peningkatan kapasitas.

Berdasarkan hasil pemetaan indeks profesionalitas ASN diatas, untuk
meningkatkan profesionalitas ASN di
peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat dalam urusan lingkungan
hidup, maka butuh terobosan atau strategi dalam meningkatkan status
pendidikan dan pengembangan kompetensi.

DLH dalam rangka menunjang

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas
Lingkunganv Hidup Kabupaten Pasuruan memiliki dukungan sarana dan
prasarana perkantoran dan operasional berupa bangunan Gedung kantor,
fasilitas operasional, peralatan dan perlengkapan kantor, serta kendaraan dinas

dan kendaraan operasional yang terinventarisir sebagai berikut:

Tabel 2.2 Invetarisir Aset Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan

Tahun 2023
Jumiah
Jenis Sarana Kondisi Saat ini
No Prasarana Fungsi : .
(Aset/Modal) Baik PeE:\::::an Rusak Kebutuhan | Selisih
AL Bidang Tata Lingkungan
1 Laptop Acer Administrasi Perkantoran 1
dan  operasional teknis
{inventarisasi data dan
pemetaan spasial)
2 Laptop HP Administrasi Perkantoran 1
dan operasional teknis
(inventarisasi data dan
pemetaan spasial)
3. Epson L 3210 | Adminisirasi Perkantoran 1
4, EpsonlL 120 Administrasi Perkantoran 1
5. Sepeda Motor | Untuk Kegiatan Tugas Luar 1
(Kurir)
6. PC Acer Administrasi Perkantoran 1
{ Database Dokumen
Lingkungan)
7. PC DELL Administrasi Perkantoran { 1
Database Dokumen
Lingkungan)
8. PC HP Administrasi Perkantoran ( 1
Database Dokumen
Lingkungan)
9, Laptop HP Administrasi Perkantoran 1
(Database PKPLH)

—_—
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Jumlah
Jenis Sarana Kondisi Saat Ini
No Prasarana Fungsi o
Butuh Kebutuhan | Selisih
{Aset/Modal) Baik Perawatan Rusak
10. Epson L 380 Administrasi Perkantoran 1
1. Sepeda Motor | Untuk Kegiatan Tugas Luar 1
{Kurir)
12.. | Sepeda Penyiraman dan
Gerobak Roda | pengangkutan sampah 8 5 13 5
3 taman
13. | mobif mesin potong rumput pada alun-
potong rumput | alun dan lapangan yang 1 1 1
{rover raider) | datar dan luas
14. | Crane/Skylift Perancapan dan 1 2 1
Pemeliharaan pohon
15. | Tangki Penyiraman 1 2 1 5 2
16. | Pickup Penyiraman dan
pengangkutan sampah 2 1 4 2
taman
17. | Tanah Pembangunan taman kehati 15 ha 15 ha
18. | Dumptruck Pengangkutan sampah
taman/hasil perancapan atau 1 1
pemotongan pohon
19. | Potong rumput | Pemotongan rumput
gendong 10 4 16 2
20. | Mesin pompa | peralatan penyiraman
air bersama tangki dan tossa 15 3 22 7
dan pickup
21, | Mesin Perancapan dan 4 1 6 2
Chainsaw Pemeliharaan pohon
22. | Bor Biopori Pembuatan ubang biopori 1 1 2 1
23. | Drone monev penanaman 1 1
pemetaan pemelinaraan mata air
24, ' GPS money penanaman 4 4
pemeliharaan mata air
B Bidang Pengelolaan Sampah, B2 Dan Lb3
1. | Armroll Truck | Pengangkut Sampah 2 1" 3 20 4
2. | Dump Truck Pengangkut Sampah 1 8 0 15 6
3. | RodaTiga Pengangkut Sampah 3 11 0 17 3
4, Kontainer Pengumpul Sampah 82 14 7 105 2
5. | Buldozer Perataan sampah 0 1 1 4 2
6. | Exkavator Penataan Sampah TPA 0 1 0 2 1
7. | Bachoe sisir Sampah 0 1 0 1 0

—
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Jumiah
Jenis Sarana Kondisi Saat ini
ne (ngzi) runas! Baik | [ U | Rusak | ePutuhan | Selisih
Loader
8. | PickUp Pengangkut Sampah 1 5 0 10 4
9. | Laptop Administrasi 1 0 1 4 2
10. | Komputer Administrasi 2 0 0 2 0
11. | printer epson | Cetak 1 1 1 4 1
LG5S
12. | meja kerja Meja 11 0 0 11 0
13. | kursi kerja Kursi 25 0 0 25 0
14. | Lemari Besi Arsip 1 0 0 3 2
15. | Lemari Kayu Arsip 2 0 1 5 2
16. | Laptop HP Administrasi kantor 1 1 2 0
17. | Laptop Lenovo | Administrasi kantor 2 2 0
18. | Laptop DELL | Administrasi kantor 1 1 0
19. | Mobil Pick Up | Operasional Bank Sampah 1 1 0
Box induk
20. | Mobil Toyota Operasional Kantor 1 1 0
Avanza
21. | Meja Kantor Administrasi kantor 4 4 0
22, | Kursi Administrasi kantor 4 8 0
23. | Printer Epson | Administrasi kantor 1 1 0
L1110
24. | Printer Epson | Administrasi kantor 1 1 0
L310
C. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
1. | Mobil (Dmax, ! Transportasi _ 1 B 1 0
2011)
2. |TVLG Pemberian informasi - - 1 0 0
3. | AC Central Penunjang - - 1 1 0
4. | AC Shamp Penunjang 2 - 1 3 0
5. | Meja Kayu Administrasi Kantor 10 - - 10 0
6. | Kursi Putar Administrasi Kantor 10 - - 10 0
7. | Kursi Biasa Administrasi Kantor 7 1 3 11 0
8. | Almari Kayu Administrasi Kantor 4 - - 4 0
9. | CabinetBesi | Administrasi Kantor - 1 - 1 0

/\
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Jumlah
Jenis Sarana Kondisi Saat inl
No Prasarana Fungst "
Butuh Kebutuhan | Selisih
{Aset/Modal) Baik Perniatan Rusak
10 | Cabinet Kecil | Administrasi Kantor 1 - - 1
11. | Kamera Dokumentasi - - 2 3
12. | Laptop Administrasi Kantor 1 - - 1 1
13. | Komputer Administrasi Kantor 1 1 3
Zipdrive ) 3
14. | Laptop Lenovo | Administrasi Kantor - - 1 2 2
15. | GPS Data Koordinat Sumber 1 . R 1 0
Pencemar
16. ;| Printer dan Administrasi Kantor R . 1 1
Scanner A3 i
17. | Printer Epson | Administrasi Kantor - 1 - 1 1
18 | Lemari Arsip Administrasi Kantor
Perizinan - - - 2 2
(Tertutup)
19. | Komputer LG | Administrasi Kantor - 1 1 3 1
20. | Printes Administrasi Kantor A 2 3 1
EPSON
21. | Drone Pemantauan / Dokumentasi / 1 B i 0 0
pengambilan data dukung
22. | Lapiop Asus Administrasi Kantor 1 - - 0 0
23. | GPS Data Koordinat Sumber R . 1 1
Pencemar
24, | Kamera Dokumentasi data ) ) ) 1 1
pendukung
25. | Sepeda Motor | Transportasi 1 - - 0 0
26, | Alat Ukur Alat Ukur Parameter
Parameter Lapangan
Lapangan {pH - - - 1 1
meter, suhu,
TS8, di)
27. | Laptop DELL | Administrasi Kantor - - 1 1 0
28. | PCAllin one Administrasi Kantor 1 - - 1 0
ASUS
29. | Printer Epson | Administrasi Kantor 1 - - 1 0
L360
30 | GPS Garmin Administrasi Kantor 1 - - 1 0
Sekretariat

—_—
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Jumlah
Jenis Sarana Kondisi Saat ini
No Prasarana Fungsi
Butuh Kebutuhan | Selisih
{Aset/Modal) Baik Poianalun Rusak
1 Kendaraan Kendaraan Operasional
Roda 4 - 2 - 4 2
2 | Kendaraan Kendaraan Qperasional
Roda 2 1 1 - 2 -
3 Laptop Asus Administrasi kantor
4 - - 4 -
4 | Laptop Dell Administrasi kantor
1 - - 1 -
5 Laptop HP Administrasi kantor
1 - o 1 -
6 Laptop Lenovo { Administrasi kantor
g - 2 2 =
7 | Laptop Administrasi kantor
- - - 4 4
8 | Monitor LG Administrasi kantor
- = 1 1 -
9 | Monitor Allin | Administrast kantor
Qne Dell 1 - - 1 -
10 | Monitor All in Administrasi kantor
QOne HP 1 - - 1 -
11 | Printer Epson | Administrasi kantor
3 - = 3 "
12 | Printer Epson | Administrasi kantor
Al - - 1 1 -
13 | Printer Hp Administrasi kantor
- 3 1 1 .
14 | Printer Administrasi kantor
Cannon - - 1 1 -
15 | Printer Brother | Administrasi kantor
- - 1 1 -
16 | Printer Alf in Administrasi kantor
One - - - 7 7
17 | AC Administrasi kantor
5 3 2 15 5
18 | LED TV Administrasi kantor
3 - - 2 -
19 | Proyektor Administrasi kantor
1 1 - 4 2
20 | LCD Proyektor | Administrasi kantor
1 - - 3 2
21 | Sound Administrasi kantor
1 - - 2 1
22 | Lemaries Administrasi kantor
1 - 1 2 -
23 | Lemari Arsip Administrasi kantor
4 - - 4 -
24 | Dispenser Administrasi kantor

—_—
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Jumlah
Jenis Sarana Kondisl Saat ini
No Prasarana Fungsi _
Butuh Kebutuhan | Selisih
(Aset/Modal) Baik Pormuatin Rusak
2 - 1 3 -
25 | Telephone Administrasi kantor
- 1 s 6 5
26 | Monitor CCTV | Administrasi kantor
- . 1 1 -
27 | Meja Pimpinan | Administrasi kantor
2 - - 2 -
28 | Kursi Kerja Administrasi kantor
Pimpinan 1 - - 1 -
29 | Sofa Set Administrasi kantor
3 - = 3 =
30 | Meja kerja Administrasi kantor
8 - - 8 -
31 | Kursi Kerja Administrasi kantor
9 - = 9 -
32 | Kursi Hadap Administrasi kantor
Kayu 1 - - 1 -
33 | Meja Rapat Administrasi kantor
3 - - 3 -
34 | Kursi Rapat Administrasi kantor
25 - = 25 -
35. | Laptop DELL | Administrasi kantor 1 - - 1 0
36. | Laptop Hp Administrasi kantor - 1 - 1 0
37. | Laptop ASUS | Administrasi kantor 1 - - 1 0
38. | Printer Brother | Administrasi kantor 1 - - 1 0
39. | Printer Administrasi kantor 1 N ) 1 0
EPSON
40. | Lemari kayu Administrasi kantor 1 - - 1 0
41. | Lemari besi Administrasi kantor 1 - - 1 0
42, | Meja Administrasi kantor 5 - - 5 0
43. } Kursi Administrasi kantor 5 - - 5 0

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan Tahun 2023

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 2.2

diatas, dapat disimpulkan

bahwasanya masih terdapat selisih kebutuhan asset untuk menunjang kinerja, selisih ini

dikarenakan ada barang yang memang belum tersedia atau sudah tersedia namun

kondisinya butuh pemeliharaan dana tau rusak sehingga tidak bisa berjalan optimal untuk
mendukung kinerja.

Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki aset berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang

digunakan sebagai pemenuhan target luasan RTH publik juga digunakan sebagai
penunjang estetika ruang publik serta sebagai fungsi peneduh atau fungsi tutupan lahan

—_—
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yang bermanfaaf bagi konservasi air dan udara. Data luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

yang dikelola Kabupaten Pasuruan sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut

Tabel 2.3 Invetarisir RTH yang Dikelola Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasuruan Tahun 2023

No. Lokasi AN Kecamatan LUAS RTH PUBLIK
Desa {m?)

1 | JI. Wahid Hasim Dermo Bangil 40 Pulau jaian

2 | Depan Lapangan kali Rejo Kalirejo Bangil 20 Pulau jalan

3 | Depan Pegadain 1 Pogar Bangil 50 Pulau jalan

4 | Depan Pegadain li Pogar Bangil 30 Putau jalan

5 | Kelurahan Kalirejo, Bangil Kalirejo Bangil 47 Jalur pejalan kaki
6 | Pasar Bangil Kidul Dalem Bangil 242 Jalur pejalan kaki
7 | JI. Patimura sisi selatan Pogar Bangil 2.000 Sempadan jalan

8 | JI. Patimura sisi utara Pogar Bangil 500 Sempadan jalan

9 | Jalan Stadion Pogar Pogar Bangil 168 Pulau jalan

10 | Hutan kota Pogar Pogar Bangil 500 Hutan kota

11 | Jalan Raya Bangil - Pandaan Pogar Bangil 163 Sempadan jalan
12 | Belakang ex. RSUD Bangil Raci Bangil 168 Sempadan jalan
13 | Depan Makam Raci Raci Bangil 165 Sempadan jatan
14 | Bangkodir dalam Pogar Bangil 80 Pulau jatan

15 | Okabawes, Bangil Dermo Bangil 285 Sempadan Sungai
16 | Sungai Kedunglarangan Gempeng Bangil 236 Sempadan Sungai
17 | Depan LP Bangil Kidul Dalem Bangil 278 Jalur pejalan kaki
18 | Latek, Bangil Latek Bangil 300 Putau jalan

19 | Latek il Bangil Latek Bangil 315 Pulau jalan
20 | Depan Kantor DPRD Raci Bangil 300 Sempadan jalan
21 | Gedung DPRD - Perkantoran Raci Raci Bangil 300 Sempadan jalan
22 | Timur Makam Raci Raci Bangil 240 Sempadan jalan
23 | Pagak Il Beji Pagak Bangil 295 Sempadan jalan
24 | Depan Stasiun Pogar Bangil 400 Putiau jalan
25 | Depan Stasiun Il Pogar Bangil 120 Pulau jalan
26 | Jomplangan Sepur Kidul Dalem Bangil 96 Sempadan jalan
27 | Depan Pengairan Kidul Dalem Bangil 25 Pulau jalan
28 | Hulan Kota Kalirejo Kaiirejo Bangil 9.500 Hutan kota
29 | Alun-alun Bangil Kauman Bangil 8.100 taman kota
30 | Segok Gempeng Bangil 150 Pulau jatan

31 | Kantor Samsat Bangil Latek Bangil 50 Jalur pejalan kaki
32 | Komplek Perkantoran Raci Raci Bangil 130 Ta; :a;(taoﬁ:an
33 | Depan Puskesmas Raci Raci Bangil 100 Sempadan jalan
34 | Perumahan Kali rejo Kalirejo Bangil 5.000 Taman RW
35 | Perumahan Lembah kolur Kolursari Bangil 5.000 Taman RW
36 | Perumahan Permata Asri Gempeng Bangil 1.000 Taman RT

<
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No. Lokasi Kelurahan/ | o camatan | “UAS RTH PUBLIK
Desa (m?)
37 | Perumahan Dermo Demo Bangil 1.250 Taman RW
38 | Perumahan PJKA Pogar Bangil 250 Taman RT
39 | Permukiman Lumpang bolong Latek Bangil 5.000 Taman RW
40 | Perkantoran Kecamatan Bangil Kolursari Bangil 4.000 Sempadan jalan
4% | Puskesmas Bangil Kidul Dalem Bangil 2.000 Sempadan jalan
Taman Tugu Adipura
42 Kidul Dalem Bangil 100 Pulau jalan
(baru}
43 | Taman Tugu Adipura (lama) Kidul Dalem Bangil 100 Pulau jatan
44 | Taman Pertigaan Rel Kerta Api Pogar Bangil 49 Pulau jalan
45 | Taman Jalan Patimura Pogar Bangil 100 Jaiur pejalan kaki
46 f‘t:::sm Wikt bigeing Nguiing | Nguling | 93 Pulau jalan
ary |V ROt ety PR WO Purwodadi | Purwodadi | 49 Pulau jalan
{taman)
48 | Pertigaan Purwosan (taman) Purwosari | Purwosari 49 Pulau jalan
49 :s(ﬂee:l;:ana;:: ?.?:::;n) Pandaan Pandaan 200 median jalan
50 | Tugu Keris {taman) Pandaan Pandaan 49 Pulau jatan
51 | Tugu Empat Lima {taman) Pandaan Pandaan 225 Pulau jalan
52 | Taman Carat (Taman) Pandaan Pandaan 60 Pulau jalian
53 | Taman Watukosek Watukosek Gempol 60 Pulau jalan
54 | Taman Apolo Gempol Gempol 225 Pulau jalan
65 | Taman Bundaran gempol Gempol Gempol 289 Pulau jalan
56 | Taman Tempel Gempol Gempol Gempol 128 Sempadan jalan
57 | Taman tugu selamat datang Baeji Beji Beji 100 Pulau jalan
Cangkring
58 | Taman Cargo malang Beji 100 Jalur pejalan kaki
59 | Taman Depan Masjid Ceng hoo Pandaan Pandaan 100 Sempadan jalan
60 | Terminal Pandaan 2010 {Taman) Pandaan Pandaan 200 Pulau jalan
61 | Jalan Raya Kasni Petungasn Pandaan 96 Sempadan jalan
62 | A. Yani Petungasri Pandaan 29 median jalan
63 | Simpang Tujuh Petungasri Pandaan | 665,0 Pulau jatan
64 | Alun-alun Grati Gratitunon Grati 700,0 taman kota
65 | Alun-alun Wonorejo Wonorejo Wonorejo | 266,0 taman kota
66 | Prigen Prigen Prigen 140,0 Sempadan jalan
67 | Taman Kec. Rembang Rembang Rembang | 156,0 taman kota
68 | Kawasan Perkantoran DLH Raci Raci Bangil 528,0 Kawasan Perkantoran
69 | Batas Kota Gempol-Pandaan Pandaan Pandaan | 350,0 Sempadan jalan
70 | Patung Sapi Pandaan Pandaan Pandaan 80,0 Sempadan jalan
71 | Taman Patung Kuda Ledug Tretes 500,7 Pulau jalan
72 | Taman Tretes Prigen Tretes 233,8 Sempadan jalan
73 | Patung Sapi Pandaan (lanjutan) Pandaan Pandaan 90.8 Sempadan jalan
74 | Komplek Perkantoran Raci Raci Bangil 626,1 Kawasan Perkantoran

—_—
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No. Lokasi Ke':::a“" Kecamatan "(ﬁ:)s RTH PUBLIK

75 | Taman Desa Gempol Gempol Gempol 549.8 taman kota

76 | Taman Gang Dahilia Prigen Prigen 240.0 Sempadan jatan

77 | Taman Jalan Raya Raci Raci Bangil 130,56 Sempadan jalan

78 | Taman Ngemplak Prigen Prigen 369,6 Sempadan jalan

79 | Taman Melikan Kejapanan Gempol 566.4 taman kota
TOTAL LUASAN RTH 57.460 m?

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasurvan Tahun 2023

Berdasarkan tabel 2.3 diatas diketahui bahwa luasan RTH yang dikelota oleh DLH
yaitu sebesar 57.460 m* atau 5,7 Ha. Berdasarkan ketentuan luasan minimal RTH Publik
yang tertuang pada Peraturan Daerah Kab. Pasuruan nomor 16 Tahun 2018 tentang
Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yaitu luasan minimal 20% dari luas
wilayah perkotaan, maka berdasarkan perhitungan di dapat seharusnya RTHP seluas 20%
wilayah perkotaan sebesar 10.781 ha, dimana bila dibandingkan dengan luasan RTHP yang
dimiliki sekarang yaitu seluas 5,7 ha, maka selisihnya sangat besar.

Berdasarkan uraian sumber daya Dinas Lingkungan Hidup diatas, dapat dianalisa
sebagai berikut :

1. Sumberdaya Manusia sebagian besar berstatus Tenaga Harian Lepas (THL) dan
yang memiliki tugas dan fungsi sebagai tenaga lapangan (persampahan dan Ruang
terbuka hijau};

2. Dinas lingkungan hidup masing membutuhkan tenaga fungsional pengawas
lingkungan hidup untuk memenuhi kebutuhan pengawasan terhadap pelaku usaha
yang ada di wilayah Kab. Pasuruan;

3. Sebagian besar peralatan yang ada belum memenuhi standar teknis pengefolan
lingkungan hidup, baik dari segi kualitas maupun kuantitas;

2.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan diukur
berdasarkan pencapaian sasaran strategis Renstra Dinas Lingkungan Hidup. Sasaran
renstra mengalami beberapa perubahan jika dirunut mulai dari renstra sebelumnya
(renstra 2018-2023).
A. Pada tahun 2018 diubah dan ditegaskan juga melalui verifikasi renstra tahun 2019
menjadi 2 (dua) sasaran dan 4 indikator, yaitu :
1) Sasaran 1 (pertama) yaitu meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup,
dengan indikator sasaran yaitu :
a) Indeks Kualitas Air (IKA);
b) Indeks Kualitas Udara (IKU); dan
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¢) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).
2) Sasaran 2 (kedua) yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah, dengan
indikator sasaran yaitu :
a) Nilai TPA (program Adipura)
B. Pada tahun 2021 diubah melalui Review Renstra menjadi 2 (dua) sasaran dan 5
indikator, yaitu sebagai berikut :
1) Sasaran 1 (pertama) yaitu meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup,
dengan indikator sasaran yaitu :
a) Indeks Kualitas Air (IKA);
b) Indeks Kualitas Udara {IKU);
¢) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL); dan
d) Nilai TPA (program Adipura).
2) Sasaran 2 (kedua) yaitu Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah, dengan indikator sasaran yaitu :
a) Nilai SAKIP DLH
C. Pada tahun 2022 diubah melalui Perubahan Renstra menjadi 2 {dua) sasaran dan
5 indikator, yaitu sebagai berikut :
1) Sasaran 1 (pertama) yaitu meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup,
dengan indikator sasaran yaitu :
a) Indeks Kualitas Air (IKA);
b) Indeks Kualitas Udara (IKU);
¢) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL); dan
d) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS).
2) Sasaran 2 (kedua) yaitu Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah, dengan indikator sasaran yaitu :
a) Nilai SAKIP DLH
Capaian hasil sasaran strategis DLH disajikan dalam tabel 2.3 tentang
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan,
serta tabel 2.4 tentang Anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Pasuruan
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TABEL 2.4 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN PASURUAN
indikator Kinerfa Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
Target
sasuai Tugas dan Target Target
No ! Fungsip spk | kx| 'mdikator
"”Da:“h’""" NSP lalnnya | 2019 | 2020 | 2021 [ 2022 | 2023 | 2019 | 2020 2021 2022 2023 | 2019 2020 2021 2022 | 2023
ra
1 Indeks Kualitas IKK
Lingkungan Hidup KU - 58,42 | 59,73 | 61,34 | 62,16 | 62,50 57,10 62,547 63,130 59,78 97,74% | 104,72% | 102,92% | 96,17%
Outcome
(IKLH} Kabupaten
2 Indeks Kualitas Air IKK 103,48
(IKA) - Output - 54,83 | 58,67 | 52,13 | 53,49 | 53,59 53,73 52,14 54,00 53,17 97,99% | 88,36% % 95,40%
3 | Indeks Kualitas Udara | _ IKK - | 8225 | 82,25 | s08a | 8094 | 8104 | 79 | 8222 | 8296 75,18 96,04% | 99,96% | 102,62% | 92,88%
{IKL) Qutput
4 | Indeks Kualitas : KK - | 4362 | 4364 | 41,08 | 4230 | 4253 | 43,89 | 4404 | 4405 22,64 100, | 109, ) 107,22% | 100,80%
Tutupan Lahan {IKTL) Output ' ' ! ' ’ ’ ' ' 61% 91% ! !
s Nilai TPA {Program 101,
Adipura) KL - - 76 78 79 a/n a/n 78 79 79 a/n a/n 101,3% 28% 100% a/n ajn
6 Indeks Kinerja
Pengelolaan Sampah KU - . a/n | a/n | a/n | 45 | 4550 | a/n a/n a/n 45,90 afn a/n a/n 102%
7 | Nilai SAKIP . - KU . - 78 80 | 82,00 . - 81,05 82,26 - . 103,91% | 102,83%
8 Terlaksananya KK
pengelolaan sampah - - - - - - 21,82% | 44,60% 73,06% 22,74% - - - -
Outcome
di wilayah Kabupaten
9 Ketaatan penanggung
jawab usaha dan/
atau kegiatan
terhadap izin IKK
lingkungan, izin PPLH - Outcome - - - - - 70% 55,56% 53,33% 50% - - - -
dan PUULH yang
diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
Kabupaten
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No

Indikator Kinerja

sesuai Tugas dan

Fungsi Perangkat
Daerah

Target
NSPK

Target
IKK

Target
Indikator

Lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capatan Tahun ke-

Raslo Capaian pada Tahun ke-

2019

2020

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

10

Data izin PPLH dan
PUULH yang
diterbitkan oleh
Pernda Kab/Kota

IKK
Qutput

66,17%

94,76%

87,75%

11

Raslo PPLHD terhadap
usaha yang izin
lingkungan, izin PPLH
dant PUULH yang
diterbitkan oleh
Pemkab

IKK
Qutput

0,14

0,13

0,13

12

Persentase Penetapan
hak MHA terkait
dengan PPLH yang
berada di Daerah
kabupaten/ kota

KK
Output

100%

13

Persentase
Terfasilitasinya
kegiatan peningkatan
pengetahuan dan
ketrampilan
rasyarakat hukum
adat terkait PPLH

1KK
Output

0%

100%

14

Persentase jumlah
lembaga
kemasyarakatan yang
diberikan diklat

KK
Qutput

100%

100%

15

Penanganan
Pengaduan
masyarakat terkait
izin lingkunga, [2in
PPLH dan PUU LH
yang diterbitkan oleh
pemetrintah daerah

100%

80%

100%
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No

Indikator Kinerja

sesuai Tugas dan

Fungsi Perangkat
Daerah

Target
NSPK

Target
IKK

Target
indikator
Lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Reallsasi Capalan Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2019

2020

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

kabupaten/kota,
fokasi usaha dan
dampaknya didaerah
kabupaten/kota yang
ditangani

16

Jumiah laporan
pengujian kualitas air
dan Jumlah laporan
pengujian kualitas
udara

TPB &

47 Laporan

94 laporan

17

Jumlah Sampah yang
tertangani

TPE 11

23,398 ton

48020,52
ton

18

Luas RTH yang
dikelola

TPB 11

5 Ha

9,6603 ha

19

Jumiah rekomtek
penyimpanan limbah
B3

TPB 12

37
rekomtek

92 rekomtek

20

Jumiah permohonan
yang terverifikasi (B3}

TPB 12

49
permchonan

92
permohonan

21

Jumlah permohonan
yang terfasilitasi (B3)

TPB 12

3
permohonan

92
permohonan

22

Jumlah kegiatan
koordinasi atau
sinkronisast yang
dibutuhkan (B3)

TPB 12

1 kegiatan

23

Jumlah sampah yang
dikurangi

TPB 12

47,147 ton

4523,805
ton

24

Jumlah lokasi
tercemar dan/ atau
rusak yang telah

TFB 15

2 lokasi

17 dokumen
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indikator Kinerja
sesuai Tugas dan

Fungsi Perangkat
Daerah

Target
NSPK

Target
IKK

Target
Indikator
Lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasto Capalan pada Tahun ke-

2019

2020

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

dilakukan kegiatan
koordinasi,
sinkronisasi dan
pelaksanaan
rehabilitasi
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Berdasarkan tabel 2.4 diatas dapat dilihat indikator sasaran renstra DLH mulai
tahun 2018 sampai tahun 2023 yang terdiri dari indikator NSPK (Norma, Standar,
Prosedur dan kriteria), indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyslenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD) dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Terjadi perubahan indikator kinerja utama DLH di tahun 2022 melalui mekanisme
Perubahan Renstra yaitu untuk indikator sasaran nilai TPA (program ADIPURA) diganti
dengan Indeks Pengelolaan Sampah (IKPS), serta menambah indikator nilai SAKIP.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai indikator kinerja utama DLH sekaligus
indikator kinerja kunci (IKK) outcome untuk LPPD, untuk mendapatkan nilai ini diperoleh
melalui 3 (tiga) komponen indeks meliputi IKA, IKU dan IKTL yang masing-masing memiliki
bobot tersendiri yaitu IKLH KAB/KOTA = (0,376 X IKA)+(0,405 X IKU)+(0,219x IKTL).
Hasil capaian IKLH menunjukkan trend positif sejak tahun 2019 sampai tahun 2021,
dimana capaian 2021 di poin 63,130 poin, namun menurun di tahun 2022 yaitu dengan
nilai 59,78poin. Nilai IKLH memiliki beberapa kategori interpretasi yaitu : 1). Sangat
Baik (90s x £100), 2). Baik (70< x =90), 3). Sedang (50< x s70), 4). Kurang {25% x s50),
5). Sangat Kurang (0s x <25). Berdasarkan kategori tersebut kualitas lingkungan hidup
di Kabupaten Pasuruan berada di posisi sedang, hal ini merupakan potensi sekaligus
tantangan dalam pembangunan lingkungan hidup, utamanya tantangan untuk
memelihara kualitas lingkungan hidup sehingga pembangunan tetap bisa dilakukan
dengan tetap terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Indeks Kualitas Air (IKA) adalah penyusun dari IKLH, merupakan indikator
sasaran DLH sekaligus indikator kinerja kunci (IKK) output untuk LPPD. Metode yang
digunakan dalam penentuan IKA adalah melalui perhifungan indeks pencemaran air sungai
melalui pengujian sampel air sungai di 9 aliran DAS, dimana tiap aliranfsungai tersebut
terdapat 3 itk sampling, yaitu hulu, tengah dan hilir, selanjutnya di uji parameter di
laboratorium fingkungan selanjutnya diinterpretasi kualitasnya. Nilai 1IKA menunjukkan
trend fluktuatif dimana pada tahun 2019 berada di poin 53,73, tahun 2020 berada di
poin 52,14 tahun 2021 berada dipoin 54,00 dan tahun 2022 berada di poin 53,17. Nilai
Indeks Kualitas memiliki beberapa katagori interpretasi yaitu : 1). Sangat Baik (90< x
$100), 2). Baik (70=< x <90), 3). Sedang (50< x £70), 4). Kurang (25< x <50), 5). Sangat
Kurang (0s x £25). Berdasarkan kategori tersebut kualitas air di Kabupaten Pasuruan
berada di posisi sedang.

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah penyusun dari IKLH, merupakan indikator
sasaran DLH sekaligus indikator kinerja kunci (IKK) output untuk LPPD. Metode yang
digunakan dalam penentuan IKU melalui pengukuran kualitas udara ambient dengan
parameter uji Nitrogen Dioksida (NO;) dan Sulfur Dioksida (SO.) pada empat area
pengukuran yaitu Daerah padat transportasi yang meliputi jalan utama dengan lalu lintas
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padat, Daerah atau kawasan industri, Pemukiman padat penduduk dan Kawasan
perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi dan dilakukan 2 kali dalam
setahun. Nilai IKU menunjukkan trend positif, dimana pada tahun 2019 berada dipoin
79,00 tahun 2020 berada dipoin 82,22 dan tahun 2021 berada di poin 82,96 sedangkan
tahun 2022 mengalami penurunan dipoin 75,18. Nilai Indeks Kualitas Udara memiliki
beberapa katagori interpretasi yaitu : 1). Sangat Baik (90< x £100), 2). Baik (70< x <90),
3). Sedang (505 x <70), 4). Kurang (255 x s50), 5). Sangat Kurang (05 x =25).
Berdasarkan kategori tersebut kualitas udara di Kabupaten Pasutuan berada di posisi
baik.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah penyusun dari IKLH, merupakan
indikator sasaran DLH sekaligus indikator kinerja kunci (IKK) output untuk LPPD.
Metode yang digunakan dalam penentuan IKTL melalui penggambaran tutupan lahan (
kebun raya, taman KEHATI, hutan kota, taman kota, taman hutan raya, median jalan, sabuk
hijau, SUTET, sempadan sungai, daerah penyangga, kebun binatang, arboretum, taman
rekreasi, pepohonan lainnya yang relevan serta rehabilitasi hutan dan lahan yang berada di
areal penggunaan lain) menggunakan citra satelit /andsat dalam bentuk peta poligon
dengan skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) menggunakan aplikasi
ArcGIS atau Google Earth untuk mendapatkan data spasialnya dan hitungan luasannya.

Nilai IKTL menunjukkan trend naik tetapi menurun di tahun 2022 yaitu tahun 2019
berada dipoin 43,89 tahun 2020 berada dipoin 44,04 tahun 2021 berada di poin 44,05
dan pada tahun 2022 berada dipoin 42,14. Nilai indeks Kualitas Tutupan Lahan memiliki
beberapa katagori interpretasi yaitu : 1). Sangat Baik (90s x £100), 2). Baik (70< x <90),
3). Sedang (50 x s70), 4). Kurang (25s x s50), 5). Sangat Kurang (0 x <25).
Berdasarkan kategori tersebut kualitas udara di Kabupaten Pasuruan berada di posisi
kurang, hal ini disebabkan oleh kendala-kendala terkait teknis pelaporan dan verifikasi
data tutupan lahan oleh KLHK, dimana system yang disediakan belum dapat berfungsi
secara optimal, sehingga beberapa kali terjadi ervor pada website yang menyebabkan
data yang telah diinput menjadi hilang. Dari hasil observasi melalui citra satelit, secara
umum nilai IKTL masih berpotensi untuk mengalami peningkatan ada tahun 2023
mengingat masih banyak tutupan lahan yang belum masuk dalam inventarisasi dan
pemetaan tutupan lahan karena keterbatasan sumber daya manusia (tenaga teknis).

Nilai TPA (Program Adipura) merupakan indikator sasaran yang dijatankan tahun
2019 sampai tahun 2021, dimana indikator ini didapat dari penilaian adipura kota kecil
oleh KLHK. Nilai capaiannya menunjukkan trend positif dimana pada tahun 2019 berada
dipoin 78 tahun 2020 berada dipoin 79 tahun 2021 berada di poin 79. Indikator ini
diubah pada momentum perubahan renstra DLH tahun 2018-2023 tahun 2021 karena
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kurang relevan untuk menjadi indikator sasaran perangkat daerah dan digantikan
dengan indikator Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS).

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) adalah indikator kinerja utama KLHK
untuk tahun 2020 sampai 2024 dimana tertuang pada Keputusan Menteri LHK nomor
SK.333/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, dimana perhitungannya
menggunakan atau melibatkan variabel kebijakan, SDM, anggaran, sosialisasi dan
pemahaman, acceptability dan implementasi, rasio target/capaian terhadap kapasita,
efisiensi anggaran, peserta adipura, penghargaan adipura, IKLH (IKA). Tahun 2022
berdasarkan penilaian mandiri didapatkan capaian IKPS 45,90 poin.

Nilai SAKIP DLH mulai ditetapkan sebagai indikator sasaran perangkat daerah
yaitu sejak perubahan renstra DLH tahun 2018-2023 tahun 2021. Capaian tahun 2021
dan 2022 menunjukkan tren positif atau naik, masih diperlukan optimalisasi dalam
pengelolaan SAKIP di DLH untuk menunjang pencapaian kinerja utama DLH.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)} urusan lingkungan hidup, utamanya pada indikator
output juga telah dilaksanakan, namun belum ditetapkan targetnya pada dokumen
perencanaan, hanya dilakukan pelaporan capaiannya pada dokumen LPPD.

Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten adalah indikator kinerja
kunci (outcome) yang ada pada LPPD. Nilai tersebut didapat dari perhitungan total
volume sampah yang dapat ditangai dibagi total volume timbulan sampah kabupaten
dikali 100%. Tren capaiannya meningkat setiap tahun yaitu 21,82% (2019), 44,60%
(2020), 73,06% (2021) dan pada tahun 2022 menurun menjadi 22,74%.

Indikator Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin
lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten adalah indikator kinerja kunci (outcome} yang ada pada LPPD. Nilai tersebut
didapat dari perhitungan Jumiah Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan yang
melanggar dibagi jumlah usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan dikali 100%.
Tren capaiannya menurun setiap tahun yaitu 70% (2019), 55,56% (2020), 53,33%
(2021) dan pada tahun 2022 menurun menjadi 50%.

Indikator Data izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemda Kab/Kota
adalah indikator kinerja kunci (output) yang ada pada LPPD. Nilai tersebut didapat dari
perhitungan Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah dibagi Jumlah Usulan Permohonan yang teregistrasi dikali 100%. Capaian
indikator tersebut menunjukkan tren meningkat yaitu 66,17% (2020), 94,76% (2021) dan
pada tahun 2022 menurun menjadi 87,75%.

Indikator Rasio PPLHD terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH
yang diterbitkan oleh Pemkab adalah indikator kinerja kunci (output) yang ada pada
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LPPD. Nilai tersebut didapat dari perhitungan Jumlah PPLHD yang ada dibagi Jumiah
kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungannya, izin PPLH dan PUU LH yang
diterbitkan oleh pemerintah daerah dikali 100%. Capaian indikator ini cenderung stagnan
yaitu 0,14% (2020), 0,13% (2021) dan pada tahun 2022 tetap yaitu 0,13%. Kondisi ini
disebabkan jumlah PPLHD atau pejabat pegawas lingkungan hidup tidak bertambah yaitu
sejumlah 2, sedangkan jumiah pelaku usaha terus bertambah, maka rasio pengawasan
cenderung angkanya memiliki tren stagnan atau cenderung menurun, sehingga hal ini
berdampak pada jumiah pengawasan pelaku usaha di tiap tahunnya. Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup memiliki peranan utama dalam proses pengawasan ketaatan pelaku
usaha, sehingga dengan jumlah PPLHD yang stagnan akan memengaruhi jumlah kegiatan
usaha yang bisa diawasi setiap tahunnya yaitu dikisaran 15 perusahaan pertahun.

Indikator Persentase Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di
Daerah kabupaten/ kota adalah indikator kinerja kunci (output) yang ada pada LPPD.
Nilai tersebut didapat dari perhitungan jumlah MHA yang diakui dibagi Jumlah usulan MHA
dikali 100%. Indikator ini tidak ada dalam renstra DLH tahun 2018-2023 yang awal, sehingga
tidak ada alokasi anggaran untuk kegiatan ini tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022. Terdapat
capaian ditahun 2021 karena terdapat kegiatan DLH Prov. Jatim yang dilakukan di
Kabupaten Pasuruan. Perubahan Renstra DLH tahun 2018-2023 mengakomodir untuk
dilaksanakan di tahun 2023.

Indikator Persentase terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan
ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH adalah indikator kinerja kunci {output)
yang ada pada LPPD. Nilai capaian indikator tersebut didapat dari perhitungan Jumlah
MHA yang mendapatkan pelatihan dibagi Jumlah MHA yang ada dikali 100%. Terdapat
capaian ditahun 2021 karena terdapat kegiatan DLH Prov. Jatim yang dilakukan di
Kabupaten Pasuruan yaitu pelatihan pada 2 MHA sehingga tercapai 100%.

~ Indikator Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat adalah
indikator kinerja kunci (output) yang ada pada LPPD. Nitai capaian indikator tersebut
didapat dari perhitungan Jumlah Lembaga kemasyarakatan vyang diberikan
diklat/rencana dibagi Target Lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat dikali
100%. Tidak ada capaian pada tahun 2020 dikarenakan adanya refocusing anggaran
karena adanya pandemic covid 2019 selanjutnya untuk tahun 2021 dan 2022 yaitu 100%.

Indikator Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, lzin PPLH
dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan
dampaknya didaerah kabupaten/kota adalah indikator kinerja kunci (output) yang ada
pada LLPPD. Nilai capaian indikator tersebut didapat dari perhitungan Pengaduan
Masyarakat yang ditangani dibagi Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi
dikali 100%. Capaian indikator ini rata-rata 95%, dimana hanya tahun 2021 yg capaiannya
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80%, hal ini dikarenakan pada tahun 2021 terdapat kasus yg pengaduanya di Desember
2021 sehingga pada akhir tahun belum tertangani keseluruhan.

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), terdapat
indikator dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh DLH Kab.
Pasuruan. Jumlah laporan pengujian kualitas air dan Jumlah laporan pengujian kualitas
udara adalah indikator TPB no 6, dimana merupakan kegiatan pengambilan sampel wuji
kualitas air sungai dan uji udara ambient. Jumlah Sampah yang tertangani adalah indikator
TPB no 11, dimana capaian tersebut didasarkan pada data sampah yang dipilah, diangkut
dan diproses akhir di TPA. Jumlah RTH yang dikelola adalah indikator TPB no 11 dan
merupakan data RTH yang dikelola dan merupakan asset DLH.

Jumlah rekomtek penyimpanan LB3, Permohonan terverifikasi (B3), permohonan
yang terfasilitas (B3) serta jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebutuhan B3
merupakan indikator TPB no 12 dan merupakan kegiatan pengelolaan B3 dan Limbah B3
skala Kabupaten.

Jumlah sampah yang dikurangi adalah indikator TPB no 12 dan merupakan kegiatan
lingkup pengelolaan sampah yang menggunakan prinsip 3 R (Reduce, Reuse, Recicle).

Jumiah lokasi tercemar dan/ atau rusak yang telah dilakukan kegiatan koordinasi,
sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi adalah indikator TPB no 15 dan merupakan
kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui pemulihan
fungsi limngkungan hidup.
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DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

Berdasarkan tabel 2.5 diatas dapat dilihat alokasi anggaran pada Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Pasuruan dari tahun 2019 sampai tahun 2023, dimana terjadi trend
penurunan alokasi anggaran vaitu Rp. 37.977.974,- {tahun 2019), Rp. 35.686.754,- (tahun
2020), Rp. 30.204.289.874,- {tahun 2021), Rp. 29.588.045.235,- (tahun 2022) dan sejumlah
Rp. 37.143.314.761,- pada tahun 2023.

Realisasi anggaran untuk setiap tahunnya yaitu Rp. 34.059.690,- (tahun 2019}, Rp.
32.139.507,- (tahun 2020), Rp. 29.191.164.389,- (tahun 2021) dan Rp. 28.378.615.169,-
pada tahun 2022, sehingga rasio penyerapan anggaran yaitu sebesar 90% (tahun 2019),
90% (tahun 2020), 97% (tahun 2021) dan 96% di tahun 2022, dimana menunjukkan trend
penyerapan anggaran meningkat tiap tahunnya.

Anggaran pada DLH Kab. Pasuruan terjadi penurunan sejak adanya pandemic Covid
2019, dimana alokasi sumber anggaran DAK tahun 2020 direfocussing dan DLH sudah tidak
mendapat alokasi anggaran DBHCHT dikerenakan Peraturan Menteri Keuangan yang tidak
mewadahi tusi DLH untuk dianggarakan dengan sumber dana tersebut.

_— Rencana Strategis Tahun 2024-2026 >—{



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

23.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah
Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DLH Kabupaten Pasuruan dalam
5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi
Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :
A. Tantangan
a) Belum optimalnya pengelolaan LH baik oleh Pemerintah Daerah,
b) Perspektif stake holder (pemangku kepentingan) pengelola lingkungan yang masih
belum mengarah atau mengedepankan pelestarian lingkungan;
c) Berkurangnya ketersediaan air yang diakibatkan oleh berkurangnya daerah resapan
air dan berubahnya fungsi daerah penyimpanan air utamanya saat musim kering;
d) Perkembangan sektor industri yang sangat pesat di wilayah Kabupaten Pasuruan
yang tidak diimbangi dengan pelestarian lingkungan hidup;
e) Tersedianya jasa lingkungan yang bernilai sangat penting dan saling terkait dalam
mendukung kehidupan di Kabupaten Pasuruan, yaitu Jasa Penyedia Pangan, Jasa
Penyimpan Air, dan Jasa Regulator Air;
f) Ketimpangan alokasi pengelolaan dan manfaat sumberdaya berbasis air maupun
tambang
Diluar permasalahan dasar yang dihadapi, terdapat beberapa permasalahan yang
berpotensi menjadi sumber masalah di lingkungan hidup di masa yang akan datang.
Masalah yang akan dihadapi adalah masalah ketimpangan alokasi pengelolaan dan
manfaat sumber daya yang berbasis air maupun tambang. Kemampuan dan/atau
ketidakmampuan untuk membenahi tata kelola pemanfaatan dan pemerataan sumber daya
air maupun maupun hasil tambang akan menjadi kunci keberhasilan maupun kegagalan
perlindungan lingkungan hidup.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tantangan lingkungan hidup untuk dapat tetap
mempertahankan daya dukung dan daya tampungnya dengan baik sangatlah besar.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Lingkungan Hidup yang menjalankan urusan wajib non pelayanan dasar

memiliki sasaran pelayanan sesuai fungsi urusan lingkungan hidup serta kewenangan yaitu :

[4
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DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

TABEL 2.6 KELOMPOK SASARAN LAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN PASURUAN

NO TUGAS DAN FUNGSI SUB KEGIATAN PRODUK LAYANAN SASARAN LAYANAN
1 Fungsi perencanaan Lingkungan Hidup 1. Sub Kegiatan Penyusunan Penetapan | Informasi ingkungan hidup (D3TLH, RPPLH) 1. OPD Terkait
RPPLH Kabupaten/ Kota 2. Masyarakat
2. Sub Kegiatan Pengendalian Informasi Lingkungan Hidup (DIKPLHD) 1. OPD Terkait
Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 2. Masyarakat
3. Sub Kegiatan Pembuatan dan Penyusunan KLHS Tata Ruang 1. Dinas SDACKTR
Pelaksanaan KLHS Rencana Tata
Ruang
4, Sub Kegiatan Pembuatan dan Penyusunan KLHS RPJPD/RPJMD 1. Bappelitbangda
Pelaksanaan KLHS RPJPD/RP.JMD
5. Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan 1. Persetujuan Teknis; 1. Pelaku Usaha dan/atau kegiatan
Ketentuan dan Kewajiban Izin 2. Persetujuan Lingkungan ( SKKL, PKPLH, (Swasta maupun Pemerintah)
Lingkungan dan/atau Izin PPLH Persetujuan DELH, Persetujuan DPLH);
3. Surat Kelayakan Operasi;
2 Fungsi pemeliharaan lingkungan hidup 1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pokumen Perencanaan taman kehati 1. Keanekaragaman Flora dan
Penetapan Rencana pengelolaan Fauna Endemis Pasuruan
Keanekaragaman Hayati
1. Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Pengelolaan Taman Kehati 1. Keanekaragaman Flora dan
Keanekaragaman Hayati di Luar Fauna Endemis Pasuruan
Kawasan Hutan 2. Masyarakat (Sarana dan Prasana
rekreasi)
1. Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Pemeliharaan dan Perawatan RTHP 1. Masyarakat (Sarana dan
Terbuka Hijau {RTH) Prasarana rekreasi)
3 Fungsi pengendalian pencemaran dan 1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Fasilitasi permohonan pemeriksaan rincian Pelaku usaha dan/atau kegiatan di

kerusakan lingkungan hidup

Komitmen Izin Penyimpanan
Sementara Limbah B3 Dilaksanakan
melalui Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik

teknis penyimpanan sementara Limbah B3

Wilayah Kabupaten Pasuruan yang
menyusun rincian teknis
penyimpanan Limbah B3.

2. Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan

Verifikasi lapangan untuk pemenuhan

Pelaku usaha dan/atau kegiatan di

43




DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN
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NO

TUGAS DAN FUNGSI

SUB KEGIATAN

PRODUK LAYANAN

SASARAN LAYANAN

untuk Memastikan Pemenuhan
Persyaratan Administrasi dan Teknis
Penyimpanan Sementara Limbah B3

persyaratan administrasi dan teknis
penyimpanan Limbah B3

Wilayah Kabupaten Pasuruan yang
telah memiliki Persetujuan
Lingkungan

Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan
Komitmen lzin Pengumpulan Limbah
B3 Dilaksanakan melalui Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik

Fasilitasi permohonan persetujuan teknis dan
SLO pengumpulan Limbah B3 skala
Kabupaten

Pelaku usaha dan/atau kegiatan di
Wilayah Kabupaten Pasuruan yang
akan melakukan kegiatan jasa
pengelolaan Limbah B3 untuk
Kegiatan Pengumpulan Limbah B3
skala Kabupaten

Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan
dan Strategi Daerah Pengelolaan
Sampah Kabupaten/Kota

Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan
Sampah Kabupaten

1. Pemerintah Pusat;

2. Pemerintah Provinsi;

3. masyarakat, para pelaku di
jaringan industri daur ulang,
Pengelola sampah permukiman;
Pengelola sampah non
permukiman,;

4. para pihak terkait pengelolaan
sampah

Sub Kegiatan Pengurangan Sampah
dengan Melakukan Pembatasan,
Pendauran Ulang dan Pemanfaatan
Kembali

Sarana prasana untuk pemilahan sampah dan
komposter

1. Masyarakat

Sub Kegiatan Penanganan Sampah
dengan Melakukan Pemitahan,
Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota

Pelayanan pengangkutan sampah dan
pemrosesan sampah di TPA

1. Pengelola sampah permukiman
dan non permukiman

Sub Kegiatan Peningkatan Peran
Serta Masyarakat dalam Pengelolaan
Persampahan

Pembentukan dan pembinaan lembaga
pengelola sampah

1. Lembaga pengelola sampah
{BUMDES, BUMDESMA< KSM,
Koperasi, Bank Sampah)

Sub Kegiatan Koordinasi dan
Sinkronisasi Penyediaan Prasarana
dan Sarana Pengelolaan

Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan
Prasarana dan Sarana

1. Masyarakat




DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

NO

TUGAS DAN FUNGSI

SUB KEGIATAN

PRODUK LAYANAN

SASARAN LAYANAN

Persampahan

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan Persampahan
di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

1. Pengadaan gerobak, kendaraan

pengumpul sampah {roda tiga, pick up,

mini dump truck)

Pengadaan truk sampah dan container

3. Perencanaan optimalisassi TPA
Wonokerto, Kegiatan optimalisassi TPA
Wonokerto, Perencanaan optimalisassi
TPA Wonokerto, pengadaan alat berat,
pengadaan TPA Baru

N

1. Masyarakat;
2. Petugas penanganan sampah
DLH, pengelola sampah

Sub Kegiatan Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3
dengan Pemerintah Provinsi dalam
rangka Pengangkutan, Pemantfaatan,
Pengolahan, dan/atau Penimbunan

Fasilitasi sosialisasi secara langung dengan
tatap muka maupun sosialisasi secara tidak
langsung menggunakan media (poster, akun
sosial media), penyebaran informasi terkait
kegiatan sosialisasi melalui sistem elektronik,
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat

Masyarakat dan Perangkat Daerah di
Wilayah Kabupaten Pasuruan,
Pelaku usaha dan/atau kegiatan jasa
pengelolaan Limbah B3.

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi
dan Pelaksanaan Pencegahan
Pencemaran Lingkungan Hidup
dilaksanakan Terhadap Media tanah,
Air, Udara dan Laut

Pemantauan kualitas air sungai, air danau, air
limbah domestik IPAL komunal dan kualitas
udara ambien di wilayah kabupaten Pasuruan

Masyarakat di kabupaten Pasuruan

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi
dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi
Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan
Adaptasi Perubahan Iklim

1. Inventarisasi penurunan emisi Gasa
Rumah Kaca yang ada di kabupaten
Pasuruan;

2. Penyuluhan dan pembinaan terhadap
masyarakat paling rendah RW yang
berpotensi diusulkan untuk program
kampung iklim;

1. Masyarakat di kabupaten
Pasuruan,

2. Masyarakat dikabupaten
Pasuruan(Desa yang memifiki
kelembagaan)

Sub Kegiatan Pengelolaan Penguijian kualitas air dan air limbah, 1. Industri;
Laboratorium Lingkungan Hidup Pengujian kualitas udara (next 2026) 2. Masyarakat;
Kabupaten Kota 3. Siswa/mahasiswa

Sub Kegiatan Pemberian Informasi

Pemberian informasi pencemaran dan atau/

Pelaku kegiatan usaha institusi dan
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DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN
A ————— NI

safety, Sepatu Safety, Helm Safety, Rompi
Safety, dan Pelatihan Auditor untuk Tenga
pengawasan

NO TUGAS DAN FUNGSI SUB KEGIATAN PRODUK LAYANAN SASARAN LAYANAN
Peringatan pancemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup non institusi dan Masyarakat Pelaku
Kerusakan Lingkungan Hidup Pada kegiatan usaha institusi dan non
Masyarakat institusi dan Masyarakat
9. Sub Kegiatan Penghentian Kegiatan koordinasi dan singkronisasi dalam | Pelaku Kegiatan Usaha institusi dan
Pencemaran dan/atau Kerusakan rangka penghentian pencemaran dan atau non institusi yang berpotensi menjadi
Lingkungan Hidup kerusakan lingkungan Sumber Pencemar
10. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi | Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan 1. Lokasi pencemaran dan
dan Pelaksanaan Remediasi Pelaksanaan Remediasi kerusakan lingkungan hidup;
2. Pelaku pencemaran dan/atau
kerusakan;
11. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi | Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan 1. Lokasi pencemaran dan
dan Pelaksanaan Rehabilitasi Pelaksanaan Rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup;
2. Peflaku pencemaran dan/atau
kerusakan;
12. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi | Dokurmnen Koordinasi, Sinkronisasi dan 1. Lokasi pencemaran dan
dan Pelaksanaan Restorasi Pelaksanaan Restorasi kerusakan lingkungan hidup;
2. Pelaku pencemaran dan/atau
kerusakan,;
4 Fungsi pembinaan dan peningkatan 1. Sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan | Dokumen hasil pengaduan masyarakat pihak pengadu baik dari
ketaatan perlindungan dan pengelolaan Masyarakat Terhadap PPLH terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang perseorangan, kelompok masyarakat,
LH Kabupaten/Kota ditindaklanjuti/ditangani LSM, instansi, maupun desa.
2. Sub kegiatan Koordinasi dan Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi pihak pengadu, pihak yang diadukan
sinkronisasi Penerapan Sanksi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian | (perusahaan/pemilik usaha), dan
Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan pihak intemal dinas terkait
dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup | Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui
di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan
Pengadilan
3. Sub Kegiatan Pengembangan Penyediaan fasilitas dan peningkatan SDM 1. Tenaga Pengawas DLH,
Kapasitas Pejabat Pengawas tengaa pengawas DLH Kab. Pasuruan dalam | 2. PPLH
Lingkungan Hidup kegiatan Pengawasan Usaha seperti Baju
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NO

TUGAS DAN FUNGSI

SUB KEGIATAN

PRODUK LAYANAN

SASARAN LAYANAN

. Sub kegiatan Pengawasan Usaha

dan/atau Kegiatan yang |zin
Lingkungan Hidup, izin PPLH yang
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Laporan rekom pengawasan dari PPLH

Pelaku Usaha dan / atau kegiatan
yang izin lingkungan diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

. Sub kegiatan Koordinasi dan

Sinkronisasi Pengawasan dan
Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana
PPLH

Dokumen Hasil Tindaklanjut Pengawasan

Pelaku Usaha dan / atau kegiatan
yang izin lingkungan diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi,

Penyediaan Data dan Informasi
pengakuan keberadaan MHA, kearifan
lokal atau pengetahuan tradisional dan
hak kearifan lokal atau pengetahuan
tradisional dan hak MHA yang terkait
dengan PPLH

Dokumen Inventarisasi Kearifan local,
pengetahuan tradisional dan MHA terkait
dengan perlindungan dan pengeloiaan
lingkungan hidup

1. Masyarakat Adat (Suku Tengger)
2. DLH Provinsi Jatim

. Sub Kegiatan Pemberdayaan,

Kemitraan, Pendampingan, dan
Penguatan Kelembagaan MHA,
Kearifan Lokal, Pengetahuan
Tradisional, dan Hak MHA Terkait
dengan PPLH

Lembaga Masyarakat Adat di Kecamatan
Tutur, Kecamatan Puspo dan Kecamatan
Tosari

1. Lembaga masyarakat adat yang
ada di Desa Kecamatan Tosari

Filantropi dalam perlindungan dan
pengelolaan LH

. Sub kegiatan Pendampingan Gerakan | Melakukan Pendampingan terhadap Lembaga | 1. Lembaga Pendidikan;
Peduli LH Sekolah, Pondok Pesantren, Pelaku Usaha, 2. Pelaku Usaha;
Masyarakat untuk memperoleh penghargaan | 3. Masyarakat
yang lebih tinggi
. Sub kegiatan Penilaian Kinerja Meiakukan Pembinaan dan Pemberian 1. Lembaga Pendidikan;
Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Penghargaan Peduli Lingkungan tingkat 2. Pelaku Usaha;
Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Kabupaten 3. Masyarakat;
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2.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup yang menjalankan urusan wajib non pelayanan dasar dalam

menghasilkan layanan membutuhkan koordinasi dan sinergitas dari organisasi lain, yaitu:

i Rencana Strategis Tahun 20242026




DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

TABEL 2.6 MITRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN PASURUAN
NO SUB KEGIATAN PRODUK LAYANAN MITRA PERANGKAT DAERAH
1. Sub Kegiatan Penyusunan Penetapan RPPLH Kabupaten/ | Informasi ingkungan hidup (D3TLH, RPPLH}) 1. Bappelitbangda
Kota 2. Dinas SDA CKTR
3. Pegiat Lingkungan
4. Unsur Kelembagaan
2. Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Informasi Lingkungan Hidup (DIKPLHD) 1. Bappelitbangda
Kabupaten/Kota 2. Dinas SDA CKTR
3. Pegiat Lingkungan
4. Unsur Kelembagaan
3. Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Penyusunan KLHS Tata Ruang 1. Bappelitbangda
Rencana Tata Ruang 2. Dinas SDA CKTR
3. Pegiat Lingkungan;
4. Unsur Kelembagaan
4, Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Penyusunan KLHS RPJPD/RPJMD 1. Bappelithangda
RPJPD/RPJMD 2. Dinas SDA CKTR
3. Pegiat Lingkungan
4. Unsur Kelembagaan
5; Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan 1. Persetujuan Teknis; 1. Pelaku usaha dan/atau kegiatan
Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau |zin PPLH 2. Persetujuan Lingkungan ( SKKL, PKPLH, Persetujuan DELH, swasta /pemerintah
Persetujuan DPLHY), 2. PUSDACKTR
3. Surat Kelayakan Qperasi;
6. | Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Dokumen Perencanaan taman kehati 1. FORDAS;
pengelolaan Keanekaragaman Hayati 2. Badan Riset dan Inovasi Nasional
(BRIN);
3. Dinas Perkim;
4. Pegiat Lingkungan;
7. Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati | Pengelolaan Taman Kehati 1. FORDAS;
di Luar Kawasan Hutan 2. Badan Riset dan Inovasi Nasional
{(BRIN);
3. Dinas Perkim;
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NO SUB KEGIATAN PRODUK LAYANAN MITRA PERANGKAT DAERAH
4. Pegiat Lingkungan;
8. Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemeliharaan dan Perawatan RTHP 1. FORDAS;
2. Badan Riset dan Inovasi Nasional
(BRIN);
3. Dinas Perkim;
4. Pegiat Lingkungan;
9. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen |zin Fasilitasi permohonan pemeriksaan rincian teknis penyimpanan 1. Dinas Penanaman Modal dan Pefayanan
Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui | sementara Limbah B3 Terpadu Satu Pintu
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik
10. | Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Verifikasi lapangan untuk pemenuhan persyaratan administrasi 1. Mitra Internal DLH Kabupaten Pasuruan
Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis dan teknis penyimpanan Limbah B3 bidang Tata Lingkungan
Penyimpanan Sementara Limbah B3
11. | Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen lzin Fasilitasi permohonan persetujuan teknis dan SLO pengumpulan | 1. DLH Provinsi Jatim
Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Limbah B3 skala Kabupaten 2. KLHK (Direktorat Jendral PSL3)
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 3. DPMPTSP Kab Pasuruan
Elekironik
12. | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Fasilitasi sosialisasi secara langung dengan tatap muka maupun 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka sosialisasi secara tidak langsung menggunakan media (poster, Terpadu Satu Pintu
Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau akun sosial media), penyebaran informasi terkait kegiatan
Penimbunan sosialisasi melalui sistem elektronik, Koordinasi dan Sinkronisasi
dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
13. | Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah | Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten 1. Pemerintah Desa/keiurahan;
Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 2. Bappelitbangda;
3. DPMD;
4. Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman;
§. Dinas SDA Cipta Karya;
6. Dinas Kesehatan;
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NO

SUB KEGIATAN

PRODUK LAYANAN

MITRA PERANGKAT DAERAH

Satpol PP.

14,

Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan Melakukan
Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali

Sarana prasana untuk pemilahan sampah dan komposter

o

Pemerintah Desa/kelurahan;
Bappelitbangda;

DPMD;

Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman;

Dinas SDA Cipta Karya;

Dinas Kesehatan;

Satpol PP.

15.

Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan,
dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA
Kab/Kota

Pelayanan pengangkutan sampah dan pemrosesan sampah di
TPA

68 ) ekl O N

Pemerintah Desa/kelurahan;
Bappelitbangda,

DPMD;

Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman;

Dinas SDA Cipta Karya;

Dinas Kesehatan;

Satpol PP.

186.

Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Pengeloiaan Persampahan

Pembentukan dan pembinaan lembaga pengelola sampah

IOy

O INO,

Pemerintah Desa’kelurahan;
Bappelitbangda;

DPMD;

Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman;

Dinas SDA Cipta Karya;

Dinas Kesehatan;

Satpol PP.
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NO SUB KEGIATAN PRODUK LAYANAN MITRA PERANGKAT DAERAH

17. | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Hasit Keordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan 1. Pemerintah Desa/kelurahan;
Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Sarana 2. Bappelitbangda;

3. DPMD;

4, Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman;

5. Dinas SDA Cipta Karya;

6. Dinas Kesehatan;

7. Satpol PP,

18. | Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana 1. Pengadaan gerobak, kendaraan pengumpul sampah (roda 1. Pemerintah Desa/kelurahan;
Pengelolaan Persampahan di TPATPST/SPA tiga, pick up, mini dump truck) 2. Bappelitbangda;
Kabupaten/Kota 2. Pengadaan truk sampah dan container 3. DPMD;

3. Perencanaan optimalisassi TPA Wonokerto, Kegiatan 4. Dinas Perumahan dan Kawasan
optimalisassi TPA Wonokerto, Perencanaan optimalisassi Permukiman;
TPA Wonokerto, pengadaan alat berat, pengadaan TPA Baru | 5. Dinas SDA Cipta Karya;
6. Dinas Kesehatan;
7. Satpol PP.

19. | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemantauan kualitas air sungai, air danau, air limbah domestik [ 1. DLH Propinsi Jatim;
Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan | IPAL komunal dan kualitas udara ambien di wilayah kabupaten | 2. KLHK, BBWS Brantas;
Terhadap Media tanah, Air, Udara dan Laut Pasuruan 3. PUSDA Propinsi Jawa Timur;

4. PUSDA Kabupaten Pasuruan;

5. Perangkat Desa Kecamatan;

6. iLaboratorium terakreditasi sebagai
penyedia layanan;

20. | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan 1. Inventarisasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca yang ada di 1. Akademisi;

Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan kabupaten Pasurua; 2. Dinas Pertanian;
Adaptasi Perubahan iklim 2. Penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat paling 3. ESDM;
rendah RW yang berpotensi diusulkan untuk program 4. Industrifpelaku usaha;
kampung iklim; 5. Dinas Kehutanan;
6. DLH Propinsi Jatim;
7. KLHK;
Jika Prokiim:
1. Desa/Kecamatan;
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NO

SUB KEGIATAN

PRODUK LAYANAN

MITRA PERANGKAT DAERAH

Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa
Timur;
KLHK

21.

Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup
Kabupaten Kota

Pengujian kualitas air dan air limbah, Pengujian kualitas udara
(next 2026)

N

Laboratorium subkonirak (untuk
penguijian dan kalibrasi alat);

Komite Akreditasi Nasional;

Penyedia Eksternal (Supplier Bahan &
Alat, Penyedia Jasa Pelatihan);
Laboratorium lain penyelenggara Uji
Banding

Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan pencemaran
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat

Pemberian informasi pencemaran dan atau/ kerusakan
Lingkungan Hidup

Dinas DPMPT SP;

Dinas Perindustrian dan perdagangan;
Dinas Kesehatan;

Dinas Koperasi dan UMKM

23.

Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan koordinasi dan singkronisasi dalam rangka penghentian
pencemaran dan atau kerusakan lingkungan

il E R

Dinas DPMPT SP;
Satpol PP

24,

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Petaksanaan
Remediasi

Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi

Dinas Kehutan Provinsi Jatim (CDK
Lumajang);

~ Pegiat lingkungan;

BPDASHL Brantas Sampean;

BPWS Brantas;

Dinas PUSDA CK TR Kab Pasuruan;
Unsur desa/kecamatan

25..

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Rehabilitasi

Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi

asloorown

LRI S

Dinas Kehutan Provinsi Jatim (CDK
Lumajang),

Pegiat lingkungan;

BPDASHL Brantas Sampean;
BPWS Brantas;

Dinas PUSDA CK TR Kab Pasuruan
tUnsur desa/kecamatan;
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NO SUB KEGIATAN PRODUK LAYANAN MITRA PERANGKAT DAERAH
26. | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Peiaksanaan Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi 1. Bappelitbangda
Restorasi 2. Dinas Kehutan Provinsi Jatim (CDK
Lumajang);
3. Pegiat lingkungan;
4. BPDASHL Brantas Sampean;
5. BPWS Brantas;
6. Dinas PUSDA CK TR Kab Pasuruan
7. Unsur desa/kecamatan;
27 | Sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dokumen hasil pengaduan masyarakat terhadap PPLH 1. Intemnal DLH;
Terhadap PPLH Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang ditindakianjuti/ditangani 2. Instansi/OPD terkait,;
3. Desa dan Masyarakat;
4. Perusahaan;
28. | Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Penerapan Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi 1. Internal DLH;
Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Administrasi, Penyelesaian Sengketa, danfatau Penyidikan 2. Instansi/OPD ferkait,;
Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengaditan atau Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengaditan 3. Desa dan Masyarakat;
Melalui Pengadilan 4. Perusahaan;
29. | Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Penyediaan fasilitas dan peningkatan SDM tengaa pengawas 1. Supplier;
Pengawas Lingkungan Hidup DLH Kab. Pasuruan dalam kegiatan Pengawasan Usaha seperti 2. Distributor Safety
Baju safety, Sepatu Safety, Helm Safety, Rompi Safety, dan
Pelatihan Auditor untuk Tenga pengawasan
30. | Sub kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang | Laporan rekom pengawasan dari PPLH 1. Internal DLH;
Izin Lingkungan Hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh 2, Satpol PP;
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3. DLH Prov. Jawa Timur
31. | Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan | Dokumen Hasil Tindaklanjut Pengawasan 1. nternal DLH;
Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH 2. Satpol PP;
3. DPMPT,;
4. DLH Prov. Jawa Timur;
5. KLHK;
6. BPPHLHK Jabalnusra
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NO SUB KEGIATAN PRODUK LAYANAN MITRA PERANGKAT DAERAH
32. | Sub kegiatan Kecordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data Dokumen Inventarisasi Kearifan local, pengetahuan tradisional 1. DPMD
dan informasi pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal | dan MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan 2. DLH Kabupaten Malang, DLH
atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau lingkungan hidup Kabupaten Lumajang, DLH Kab
pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan Probolinggo
PPLH 3. DLH Provinsi Jatim
4. Unsur kecamatan dan Desa
33. | Sub Kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, | Lembaga Masyarakat Adat di Kecamatan Tutur, Kecamatan 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (
dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Puspo dan Kecamatan Tosari Pariwisata dan Kebudayaan});
Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan 2. DPMD Kabupaten dan Provinsi
PPLH 3. (PERDES/PERKADES);
4. Bagian Hukum (PERBUP/PERDA);
5. Perhutani (Konservasi),
6. Dinas Pertanian;
7. Fordas;
8. Penggiat Lingkungan;
34. | Sub kegiatan Pandampingan Gerakan Peduli LH Melakukan Pendampingan terhadap Lembaga Sekolah, Pondok 1. Dinas Pendidikan;
Pesantren, Pelaku Usaha, Masyarakat untuk memperoleh 2. Kementerian Agama Kabupaten
penghargaan yang lebih tinggi Pasuruan;
3. 24 Kecamata;
4. Perusahaan
35. { Sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Melakukan Pembinaan dan Pemberian Penghargaan Peduli 1. Dinas Pendidikan,;
Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi Lingkungan tingkat Kabupaten 2. Kementerian Agama Kabupaien
datam perlindungan dan pengelolaan LH Pasuruan;
3. 24 Kecamata;
4, Perusahaan
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ili. PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

pembangunan daerah, Analisa isu-isu strategis | ISI BAB lil :
adalah bagian yang terpenting. Dari hasil analisa | 3.1 IDENTIFIKASI

isu yang tepatlah, prioritas pembangunan dapat | PERMASALAHAN
dijalankan dan dipertanggungjawabkan ', BERDASARKAN TUGAS
Isu strategis didapatkan dari Analisa internal | DAN FUNGSI DLH

berupa identifikasi permasalahan pelayanan 3.2 ISU-ISU STRATEGIS
berdasarkan tugas dan fungsi yang masih belum
selesai diwujudkan dalam renstra DLH tahun
2018-2023, maupun dari Analisa ekstrenal berupa

kondisi yang menciptakan peluang dan juga ancaman di 3 (tiga) tahun mendatang.

3.1 ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan telah melakukan upaya sedemikian
rupa dalam pengelolaan lingkungan, agar tercapai kualitas lingkungan yang akan
memberikan daya dukung yang optimal. Identifikasi permasalahan Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Pasuruan ;

1. Penurunan Kualitas Lingkungan

a) Kualitas Air Sungai

Secara hidrografis wilayah Kabupaten Pasuruan dilalui oleh beberapa sungai
yang cukup besar yang terbagi dalam 9 DAS yang bermuara di seilat Madura yang
terdiri dari : DAS Laweyan, DAS Rejoso, DAS Welang, DAS Petung, DAS Kambeng,
DAS Raci, DAS Gembong, DAS Masangan dan DAS Kedunglarangan. Hasil analisa
kualitas air sungai terhadap 6 DAS di wilayah Kabupaten Pasuruan menunjukkan
hasil bahwa terdapat beberapa parameter yang melebihi baku mutu. Hasil
perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) menunjukkan nilai indeks pencemaran air
sebesar 5,0 yang termasuk dalam dalam kategori tercemar ringan. Penurunan
kualitas air sungai di Kabupaten Pasuruan sebagian besar disebabkan oleh adanya
pencemaran sungai limbah industi dan limbah domestik yang kemudian
berpengaruh juga terhadap kualitas air untuk kegiatan sarana irigasi pertanian
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maupun untuk bahan baku air minum. Akibat aliran limbah dari kegiatan industri
ataupun kegiatan domestik di kawasan hulu dan tengah berdampak pada kawasan
pesisir Bangil dan Rembang Kabupaten Pasuruan. Hal ini didukung dengan jumlah
laporan pengaduan masyarakat yang melaporkan adanya dugaan pencemaran
sungai. Tahun 2019 tercatat sebanyak 19 pengaduan dan di tahun 2020 tercatat 13
laporan pengaduan yang masuk dan ditangai oleh Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasuruan.

b) Kuantitas Air Tanah

Perkembangan perindustrian dan daerah pemukiman yang semakin pesat
menyebabkan kondisi hidraulika air tanah cekungan Air Tanah (CAT) diyakini telah
mengalami perubahan. Ketersediaan air dalam jumiah yang cukup dan dengan
kualitas yang memenuhi persyaratan di suatu wilayah merupakan salah satu
prasyarat untuk pelaksanaan pembangunan dan tercapainya kualitas hidup yang
baik. Untuk itu diperlukan kebijakan pengelolaan menyeluruh yang mencakup
pengaturan perlindungan atas sumberdaya air, pemanfaatan sumberdaya air secara
berkelanjutan serta pengembangan teknologi bagi penyediaan air, pemanfaatan
serta pengelolaannya. Upaya eksploitasi air tanah perlu dilakukan secara bijaksana
dan berwawasan lingkungan. Adapun penurunan debit air beberapa mata air di
Kabupaten Pasuruan terutama debit mata air Umbulan dan air permukaan (sungai)
yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan pada wilayah tangkapan air serta banyaknya
sumur pompa dan sumur artesis di sekitar kawasan berpengaruh terhadap
meningkatnya risiko bencana kekeringan serta minimnya ketersediaan air bersih.

Terlebih lagi, kebutuhan air di wilayah Kabupaten Pasuruan dan sekitarmya
(Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan) sebagain besar bergantung pada mata air
Umbulan.

¢) Kualitas Air Tanah

Air tanah adalah air yang terletak di wilayah jenuh di bawah permukaan
tanah. Air tanah sendiri memiliki prosentase 97% dari seluruh air tawar yang
ada di bawah permukaan bumi, sisanya 3% adalah air sungai, danau, rawa, dan
juga cekungan-cekungan permukaan. Faktor yang memperngaruhi air tanah
adalah curah hujan dimana semakin banyak curah hujan semakin banyak pula
cadangan air tanah, kedua material bebatuan yang sifatnya tidak menyerap namun
biasanya air hujan akan sampai ke tanah untuk diserap melaiui celah celah bebatuan
walau tidak bersifat meneyrap namun bebatuan dapat membatu mengunci
keberadaan air tanh didalam permukaan tanah.
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d)

Air tanah digunakan sebagai tumpuan kebutuhan air untuk konsumsi, karena
air permukaan sudah banyak yang terindikasi mengalami penurunan kualitas.
Pengelolaan limbah pada maupun cair yang tidak sesuai dengan standar
pengelolaan sesuai aturan yang berlaku dapat menurunkan kaulitas air tanah, yaitu
dengan melalui peresapan ke dalam tanah. terlampauinya baku mutu air tanah dapat
menurunkan Kesehatan masyarakat.

Kualitas Udara

Adanya ancaman penurunan kualitas udara/ menyumbang emisi gas rumah
kaca akibat berkembangnya sektor industri, kegiatan perkotaan, sampah dengan
metode open dumping, serta sektor transportasi. Terlebih lagi Kabupaten Pasuruan
berada pada jalur strategis transportasi dan perdagangan Surabaya — Baili, sehingga
berpotensi tumbuh kegiatan perekonomian cukup besar baik di bidang industn,
perdagangan, maupun sektor transportasi.

2. Pengelolaan Sampah Belum Optimal

a)

b)

Timbulan Sampah Masih Cukup Tinggi

Pengelolaan sampah masih menjadi masalah di Kabupaten Pasuruan. Jumlah
timbulan sampah di Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2020 menunjukkan
peningkatan yaitu 15.364 tonftahun pada tahun 2019 menjadi 37.753 ton/tahun di
tahun 2020, hal ini dapat menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam
menggunakan pronsip 3R (reduce, reuse dan recycle) untuk pengelolaan sampah
masih rendah.

Penanganan sampah masih Rendah

Proses penanganan sampah juga masih menjadi masalah di Kabupaten Pasuruan.
Tercatat prosentase penanganan sampah pada tahun 2020 adalah 44,60% yaitu
volume sampah yang ditangani dibagi dengan volume timbulan sampah Kabupaten.
Proses penanganan yang fidak optimal menjadi beban pengelolaan sampah di
Kabupaten Pasuruan.

3. Kinerja Pengawasan yang Masih Belum Optimal

a)

Pengawasan Limbah Usaha Belum Optimal

Kinerja pengawasan limbah usaha di Kabupaten Pasuruan masih menunjukkan
presentase yang belum optimal. Pada tahun 2019 dapat dilakukan pengawasan
langsung terhadap 50 usaha, jumlah ini menurun pada tahun 2020 hanya pada 9
usaha. Rasio jumlah pengawas terhadap objek pengawasan juga sangat rendah
yaitu 0,14 artinya Dinas Lingkungan Hidup memiliki tenaga pengawas lingkungan
hidup 2 orang dibanding dengan jumlah perusahaan sebanyak 1441 perusahaan.

_—
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4. Tutupan Lahan

a) Jumlah dan Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Masih Belum Mencukupi
Luasan RTH masih belum mencukupi dimana sesuai dengan yang diamanatkan
dalam Undang-Undang sebesar 20% RTH Publik, Kabupaten Pasuruan sampai
dengan tahun 2020 masih hanya bisa mencapai 0,0359% yaitu luasan RTH publik
sampai tahun 2020 yaitu 3,87 Ha dibagi dengan jumiah luasan target RTH 20% yaitu
10.781 Ha. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri untuk Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pasuruan dalam mengejar margin yang cukup tinggi tersebut.

b) Kualitas Tanah
Kualitas tanah yang baik yaitu kondisi tanah yang menggambarkan tanah yang
mempunyai sifat fisi, kimia, dan biologi tanah yang baik serta produktivitasnya tinggi
secara berkelanjutan. Indikator yang mempengaruhi kualitas tanah adalah sifat,
karakteristik, atau proses fisika, kimia, dan bilogi tanah yang dapat menggambarkan
kondisi tanah. Lingkup kualitas tanah yang dimaksud adalah kekritisan lahan.
Kekntisan lahan di daerah permukiman disebabkan karena kurangnya daerah
resapan air sehingga membuat limpasan permukaan di daerah permukiman
menyebabkan genangan air ketika musim penghujan, yang mengakibatkan banjir,
serta kekritisan lahan di penggunaan tanaman campuran disebabkan seresah pada
tanaman campuran cukup sedikit sehingga tidak dapat mengurangi jalu aliran
permukaan dari air hujan yang turun sehingga menyebabkan erosi.

c) Peningkatan Perubahan Alih Fungsi Lahan
Pembangunan yang terus menerus dilakukan dapat menyebabkan terjadinya alih
fungsi lahan. Adanya alih fungsi lahan tersebut antara lain dikarenakan jumiah
penduduk, jumiah industri serta pemingkatan pertumbuhan ekonomi.

3.2 Isu-lsu Strategis

Isu sfrategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan
dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi
lingkungan hidup daerah. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di
masa datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun
regional.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan
informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan
telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah
terpilih, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan
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harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala kepala daerah terpilih
serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Adanya permasalahan dalam pelayanan Lingkungan Hidup dan memperhatikan
telaah Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan, Renstra Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan
Informasi Kinerja Pengelolan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD), maka isu-isu
strategis yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan selama lima
tahun kedepan adalah :

1. Kurang Optimalnya Pengelolaan Sampah

Jumilah penduduk di wilayah Kabupaten Pasuruan pada akhir tahun 2018 adalah
1.630.011 Jiwa. Diasumsikan di Tahun 2018 sampah yang dihasilkan dan 24
kecamatan adalah sebesar 1.141 ton per hari atau setara dengan dengan 4.483
m¥hari. Hingga saat ini sampah yang dapat terlayani di Tempat Pengolahan Akhir
(TPA) adalah sekitar 80 ton/hari atau + 7,0% dan yang dapat dikelola oleh Tempat
Pengolahan Sementara (TPS) 3R, bank sampah dan sektor industri daur ulang lain
adalah sekitar 57 ton/hari atau + 5%, dikelola oleh masyarakat sendiri di sumbemya
sekitar 80 ton atau + 7,0% dan sisanya sebesar #81% atau 924 ton/hari tidak
dikelola.

Kabupaten Pasuruan saat ini memiliki 1 {satu) unit Tempat Pengolahan Akhir
sampah yang beriokasi di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukorejo Kabupaten
Pasuruan dan 52 unit TPS 3R dan 301 unit bank sampah yang tersebar di beberapa
Kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Pelayanan pengangkutan dan
pengolahan sampah hingga saat ini dilakukan di 14 kecamatan dari 24 Kecamatan
yang ada.

Dengan adanya satu TPA yang beroperasi di Kabupaten Pasuruan sehingga tidak
mampu untuk menjangkau dan melayani seluruh Kecamatan di Kebupaten Pasuruan,
maka dari itu Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menyikapi permasalahan
persampahan direncanakan pembangunan TPA {Tempat Pemrosesan Akhir) baru di 4
lokasi, TPST di 15 lokasi, PDUS di 2 lokasi, TPS 3R serta Bank Sampah di masing-
masing desa minimal ada 1 unit.

Masalah persampahan yang timbul ini menjadi permasalahan yang kompieks
antara lain terjadinya penurunan kesehatan masyarakat, penurunan kualitas udara
dan bau serta penurunan kuaiitas tanah serta air tanah, sehingga perlu dilakukan
pendekatan holistik dan upaya yang terintegrasi untuk menyelesaikan masalah
persampahan di Kabupaten Pasuruan.
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2. Bencana Banjir
Bencana banjir termasuk bencana alam yang hampir pasti terjadi pada setiap
datangnya musim penghujan. Banjir merupakan peristiwa dimana daratan yang
biasanya kering (bukan daerah rawa) menjadi tergenang oleh air, hal ini disebabkan
oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa dataran rendah
hingga cekung. Selain itu terjadinya banijir juga dapat disebabkan oleh fimpasan air
permukaan (runoff) yang meluap dan volumenya melebihi kapasitas pengaliran
sistem drainase atau sistem aliran sungai. Terjadinya bencana banjir juga
disebabkan oleh rendahnya kemampuan infiltrasi tanah, sehingga menyebabkan
tanah tidak mampu lagi menyerap air. Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan
air lantaran curah hujan yang diatas normal, perubahan suhu, tanggul/bendungan
yang bobol, pencairan salju yang cepat, terhambatnya aliran air di tempat lain.
Selama Tahun 2021 curah hujan tertinggi terjadi pada buian Januari yaitu sebanyak
748 mm.
3. Perubahan atau alih fungsi laban tidak terbangun menjadi lahan
terbangun
Berbagai kepentingan yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan mengakibatkan
permasalahan pemanfaatan lahan yang ada semakin kompleks. Pertumbuhan
penduduk di Kabupaten Pasuruan secara nyata harus diikuti dengan peningkatan
penyediaan kawasan permukiman yang ada. Demikian pula dengan pembangunan
di sektor industri, perdagangan dan jasa. Pembukaan kawasan baru sebagai
kawasan hunian dan kawasan untuk kegiatan industri serta kegiatan perekonomian
telah mengakibatkan perubahan-perubahan fungsi lahan sebagaimana aslinya.
Pemanfaatan lahan industri seyogyanya diarahkan pada lahan-lahan yang tidak
produktif. Beberapa kawasan pertanian yang semula merupakan lahan produktif di
wilayah Kecamatan Purwosari, Wonorejo, Gempol, Beji dan Pandaan pada saat ini
telah banyak yang beralih fungsi menjadi kawasan terbangun. Gejala tersebut dapat
mengakibatkan penurunan secara drastis produksi daya guna lahan. Melihat kondisi
saat ini, perlu dilakukan secara terencana, baik sebelum dilakukan pembukaan lahan
atau setelah pembukaan lahan. Pengembalian fungsi lahan sebagaimana asalnya
periu dilakukan untuk menghindari dampak yang lebih parah, yaitu terjadinya
bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.
4. Pencemaran Badan Air Permukaan
Potensi pencemaran air sungai di kabupaten pasuruan cukup tinggi
mengingat banyaknya jumlah industri mulai dari skala kecil hingga besar. Tercatat
sekitar 1.455 industri besar dan sedang yang yetsebar di wilayah Kabupaten
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Pasuruan yang berkontribusi pada debit air limbah yang dibuang ke badan sungai.
Nilai IKA diperoleh dan data pemantauan air sungai pada 9 DAS di wilayah
Kabupaten Pasuruan dan satu titik pemantauan tambahan di Mata Air Umbuian yang
dilakukan oleh DLH Provinsi Jawa Timur.
5. Pencemaran Udara

Adanya ancaman penurunan kualitas udara/ menyumbang emisi gas rumah
kaca akibat berkembangnya sekior industri, kegiatan perkotaan, sampah dengan
metode open dumping, serta sektor transportasi. Terlebih lagi Kabupaten Pasuruan
berada pada jalur strategis transportasi dan perdagangan Surabaya — Bali, sehingga
berpotensi tumbuh kegiatan perekonomian cukup besar baik di bidang industr,
perdagangan, maupun sektor transportasi. Berdasarkan data Indeks Kualitas Udara
pada tahun 2017 adalah 82,25 mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi
78,83, tahun 2019 kenaikan sebesar 0,17 menjadi 79,00 dan pada tahun 2020
adalah 82,22 dimana pada Indeks Kualitas Udara secara Nasional belum melampaui
target Nasional dimana Indeks Kualitas Udara Secara Nasional adalah 84,01.

6. Kurangnya Kesadaran Terhadap Kelestarian Lingkungan

Lingkungan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk
hidup. Kurangnya kesadaran untuk menjaga kelestarian dapat berdampak buruk bagi
manusia. Salah satu penyebab utama yang bisa menyebabkan masalah kebersihan
lingkungan adalah kurangnya kepedulian itu senditi terhadap lingkungannya, padahal
sudah seharusnya menyadari dan peduli terhadap lingkungan sekitar kareba kedaan
lingkungan juga mempengaruhi kehidupan iru sendiri.
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IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten ISIBABIV:
Pasuruan 4.1 TUJUAN DAN SASARAN
RENSTRA DINAS

Dalam menentukan tujuan dan
sasaran, maka perlu penyelarasan dengan LINGKUNGAN HIDUP
tujuan dan sasaran RPD. Tujuan dari RPD 4.2 CASCADING KINERJA
Tahun 2024-2026 yaitu meningkatnya DINAS LINGKUNGAN
pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

daerah, dengan sasaran yaitu terjaganya
kualitas lingkungan.
4.1.1 Tujuan Renstra DLH Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026
Untuk menjabarkan serta mewujudkan tujuan dan sasaran RPD, maka
disusun tujuan dan sasaran renstra Dinas Lingkungan Hidup. Tujuan
jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:
1. Menurunnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup,
dengan indikator tujuan yaitu rasio penurunan beban pencemaran
dan kerusakan lingkungan hidup.

4.1.2Sasaran Renstra DLH Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026
Berdasarkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup diatas, ditetapkan
sasaran renstra DLH, yaitu :
1. Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, dengan indikator sasaran antara lain
a. Persentase Upaya Penataan Lingkungan Hidup;
b. Persentase Upaya Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3;
c. Persentase Upaya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup;
d. Persentase Upaya Penaatan dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup;
2. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, dengan
indikator nilai SAKIP OPD;
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Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup
beserta indikator kinerja disampaikan dalam tabel 4.1. berikut :
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S el 5y s S W sy

Tabet 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS LINGKUNGAN KABUPATEN PASURUAN

Tahun
TARGET KINERJA TUJUAN Dasar/ TARGET KINERJA SASARAN Masa
NO. TUJUAN IN%!}SISR SASARAN INDIKATOR SASARAN Ifondis Transisi
PADA TAHUN KE - i Awal PADA TAHUN KE -
2024 2025 2028 2023 2024 2025 2028 2027
Syt SO aln 12,50% 1250% | 1667% | 1667%
Hidup
,':::f;e'}ﬁ::nuggﬁah s | am 5217% 6455% | 7831% | 78.31%
dan LB3
" Persentase Upaya
Persenta: Meningkatnya Upaya | Pengendalian
Menurunnya p:nurunasne Perlindungan dan Pzgemaran dan a/n 55% 60% 65% 65%
beban lkian Pengeolaan Kerusakan Lingkungan
pencemaran Lingkungan Hidup Hidup
. dan kerusakan i L% 2.3 % A% Persentase Ketaatan
3 dan kerusakan )
lingkungan lingkungan Penanggungjawab Usaha
hidup t dan / atau Kegiatan
hidup Terhadap Izin Lingkungan, an 46,67% 53,33% 60% 60%
Izin PPLH dan PUU LH
Yang diterbitkan oleh
Pemerintah daerah
Meningkatnya tertib
administrasi I 82,00 85,00 88,00 90,00 20,00
penyelenggaraan Niiai SAKIF DLH
Pemerintah Daerah

—
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TABEL 4.2

FORMULASI INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

Ta r?et Tahun
2024 2025

No. Tujuan/ Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Penjslasan/ Formulasi Perhitungan 2026
1. | Tujuan: Persentase penurunan beban IKLH Tahun berjalan P
Menurunnya beban pencemaran pencemaran dan kerusakan - IKLH base line IKPS ::2:}::?%5‘2"3)' IKPS
dan kerusakan lingkungan hidup, lingkungan hidup {2023} x100% x100% 111 % 226%% | 348%
IKLH base line
(2023) IKPS base line (2023)
2. | Sasaranl: Jumiah Kecamatan yang persentase luasan RTH (Publik
Meningkatnya pengendalian 1. Persentase Upaya Penataan perkotaannya+private dalam kategori cukup) x100% 12,50% 12,50% | 16,67%
kualitas lingkungan hidup Lingkungan Hidup
Jumlah Kecamatan di kabupaten
Jumiah Desa yang terakses
MERY peng:alolaan:ampah Jumlah Kecamgtan yang
(pengurangan dan Bebas Dumping LB3
2. Persentase Upaya Pengelolaan penanganan) x100% 82.17% 64,55% | 78,31%
Sampah, B3 dan LB3
Jumilah seluruh Desa dan Jumlah Seluruh Kecamatan
Kelurahan Di Kab. Pasuruan di Kab. Pasuruan
Jumiah Titik Pemantauan Kualitas Lingkungan Yang Memenuhi
Qs d — 100% §5% BhR | e
engendalian Pencemaran dan : : X
Kerusakan Lingkungan Hidup Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Lingkungan
4. Persentase Ketaatan Jumlah Penanggung Jawab usaha dan / atau kegiatan yang taat
Penanggungjawab Usaha dan/ | terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemda
atau Kegiatan Terhadap Izin x100% 46.67% 53,33% 60%
Lingkungan, Izin PPLH dan Jumlah Usaha dan atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan
PUU LH Yang diterbitkan oleh
Pemerintah daerah
Sasaran Il : Nilai SAKiP DLH Perencanaan (30%) + Pengukuran (25%) + Pelaporan (15%) + Evaluasi
Meningkatnya tertib administrasi Internal (10%) + Capaian (20%) (PENILAIAN INSPEKTORAT) 85,00 88,00 90,00
penyelenggaraan pemerintah
daerah
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4.2. cascading Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan
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V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan yang

disusun merupakan strategi dan kebijakan ISIBABV :
STRATEGI DAN ARAH

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Pasuruan untuk mencapai tujuan dan

KEBIAKAN

sasaran jangka menengah  Dinas

Lingkungan Hidup yang selaras dengan
strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal
RPD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Pasuruan menunjukan bagaimana cara Dinas Lingkungan Hidup mencapai tujuan,
sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (oufcome) program prioritas RPD
yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Strategi dan kebijakan dalam
Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan selanjutnya menjadi dasar
perumusan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup bagi setiap program prioritas RPD yang
menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif
tentang bagaimana Dinas Lingkungan Hidup mencapai tujuan dan sasaran dengan
efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat
digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi dan perbaikan kinerja
birokrasi. Strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup tercantum dalam Tabel 5.1

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan RPD : Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah
Sasaran RPD : Terjaganya Kualitas Lingkungan

Tujuan PD Sasgaran PD Strategi Arah Kebljakan
Menurunnya beban Meningkatnya upaya Meningkatkan kualitas Penetapan Rencana
pencematan dan perfindungan dan perencanaan dan Perlindungan dan
kerusakan lingkungan | pengelolaan fingkungan evaluasi pengelolaan E%m::’g'aa?‘“mdu

5 : P
hidup fidup lingkungan hidup; (RPPLH)
Meningkatkan Kualitas
dokumen KLHS;

Meningkatkan Kualitas
Dokumen IKPLHD,
Daya Dukung Daya
Tampung Lingkungan
Hidup, Neraca SDA;

Optimaliasasi
Pemanfaatan teknologi
dan system informasi
dalam pengelolaan data

<

Rencana Strategis Tahun 2024-2026




DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

S S ——

Tujuan RPD : Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah

Sasaran RPD : Terjaganya Kualitas Lingkungan

Tujuan PD

Sasaran PD

Strategi

Arah Kebljakan

dan evaluasi lingkungan
hidup;

- Meningkatkan jumiah
pelaku Usaha yang
memiliki dokumen
persetyjuan lingkungan;

- Meningkatkan kualitas
dokumen persetujuan
lingkungan yang
diterbitkan oleh
pemerintah kabupaten
pasuruan;

Meningkatkan Luasan
RTH

Meningkatkan
Pengelolaan RTH yang
reliuti Peningktan
Kualitas dan Kuantitas
RTH;

- Penyusunan Profil
Kehali Dasrah dan
Penyusunan Encana
Induk Pengelolaan
Kehali;

- Pembangunan tamar
KEHATI 15 Ha

- Koordinasi terkait
perencanaan dan
pengawasan RTRW
dengan Dinas Terkait;

- Penyusunan Peraturan

Bupatl

Optimalisasi
Pengurangan dan
Penanganan Sampah
dengan Pelibatan
Stake Holder secara
Intensif dan Masif
serta Pemanfaatan IT;

- Penyusunan master plan
pengelolaan sampah;

- Pemenuhan sarpras
pengurangan dan
penanganan sampah;

- Mendorong pemilhan

sampah dan

pengomposan dari
sumber;

Pemeberian insentif

untuk masyarakat yang

melakukan pengurangan
sampah;

Pembatasan sampah

yang masuk ke TPA;

- Meningkatkan
pemanfaatn T melalui
penggunaan website dan
media social untuk
pengelolaan sampah;

Peningkatan kualitas
pengelolaan B3 dan
Limbah B3 pada

- Peningkatan Kualitas
Pembinaan dan
sosiglisasi pengelolaan
B3 dan Limhah B3 pada

<
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Tujuan RPD : Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah

Sasaran RPD : Terjaganya Kualitas Lingkungan

hidup

Tujuan PD Sasaran PD Strategi Arah Kebljakan
pelaku usaha dan pelaku usaha dan
masyarakat; Masyarakat,
Meningkatkan peran - Meningkatkan pelaku
serta masyarakat dan usaha yang memiliki
stake holder dalam :35:::55“9"'3“3'“

: im ik operasi;
pemulihan o
pencamarandon | o s
kerusakan lingkungan daya air uniuk kegiatan

usaha, serta penggunaan
bahan bakar ramah
lingkungan;
Pengembangan system
informasi peringatan dini
adanya pencemaran dan
kerusakan LH;
Pemberian inforrasi
pada sumber pencemar(
yang berasal dari
institusifnon institusi);
Meningkatkan koordinasi
dan sinkronisasi
penanggulangan
pencemaran dan
keruskan lingkungan
hidup;

Identifikasi dan
sinkronisast Data
Kerugakan lahan;
Sinergitas dan Pslibatan
masyarakat, lintas sektor
serfa pihak swasta untuk
berperan aktif dalam
pemulihan, pencemaran
dan kerusakan
lingkungan hidup yang
berkesinambungan;

Meningkatkan
ketaatan pelaku usaha
terhadap ketentuan
dan PUU LH;

Pengembangan system
informasi pengaduan
lingkungan hidup,
Meningkatkan
pemahaman masyarakat
terkait tata cara
pengaduan &
penyelesaian sengketa
LH;

Meningkatkan Kualitas
dan Kuantitas PPLHD
untuk meingkatkan rasio
pengawasan
Meningkatkan kualitas
pengawasan,
Meningkatkan sinergisitas
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Tujuan RPD : Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah

Sasaran RPD : Terjaganya Kualitas Lingkungan

Tujuan PD Sasaran PD Strategi Arah Kebijakan

dengan stake holder
dalam rangka penegakan
hukum lingkungan dan
penyusunan peraturan
perundang-undangan;

- Penerbitan sanksi
administrative bagi
pelanggar aturan PPLH;

Meningkatkan - Meningkatkan Kualitas
kesadaran masyarakat | dan Kuantitas pembinaan
dan pelaku usaha kepada lembaga

‘ pendidikan, pondok
terhadap kelestarian pesantren, perusahaan

lingkungan dih Sianirop:
- Pembinaan Masyarakat
Hukum Adat {Suku
Tengger),
Meningkatnya Tertib Meningkatkan -Meningkatkan
Administrasi Internalisasi Kinerja Internaiisasi Kinerja Dinas
Penyelenggaraan Dinas Lingkungan Lingkungan Hidup;
Pemerintah Daerah Hidup; - Peningkatan persentase
Meningkatkan pemenuhan dokumen
Kualitas Manajemen SAKIP,
Intemal Dinas - peningkatan Persentase
Lingkungan Hidup pemenuhan dokumen

administrasi keuangan;

- Optimalisasi penyusunan
dokumen administrasi
barang mifik daerah pada
perangkat daerah:

« Peningkatan persentase
pemenuhan dokumen
administrasi
kepegawaian;

- Peningkatan Persentase
pemenuhan penyusunan
dokumen administrasi
urmnum;

- Optimalisasi pelaksanaan
rekonsiiiasi pengadaan
barang milik daerah:

- Optimalisasi Penyediaan
dokumen laporan
pelayanan publik SKPD;,

- Optimalisasi Penyusunan
dokumen laporan
pemeliharaan BMD.

Arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan untuk
meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu dengan
optimalisasi 10 (sepuluh) program yaitu program Perencanaan Lingkungan Hidup,

< Rencana Strategis Tahun 2024-2026




DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Pengelolaan Persampahan, Pengendalian B3
dan LB3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH, Penanganan Pengaduan LH,
Pembinaan & Pengawasan LH, Pengakuan keberadaan MHA terkait PPLH,
Peningkatan Pendidikan dan pelatihan LH untuk Masyarakat, Peningkatan penghargaan
LH untuk Masyarakat.

Optimalisasi program tersebut dilakukan dengan penguatan keterlibatan
masyarakat dan lintas sektor, masalah lingkungan yang luas tidak akan bisa
diselesaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup sendiri tanpa melibatkan lintas sektor, serta
optimalisasi system informasi berbasis spasial yang menampung semua upaya
pengelolaan fingkungan hidup yang dapat diakses oleh masyarakat diharapkan dapat
meningkatkan keterlibatan lintas sektor.

Aplikasi lingkungan berbasis spasial tersebut dibei nama SILUET yang
dikembangkan Dinas Lingkungan Hidup mulai tahun 2021, serta YUK SALIMAH yaitu
inovasi pengelolaan sampah.

Arah kebijakan terkait dengan peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan
pemerintah daerah yang memiliki indikator nilai SAKIP dilakukan dengan peningkatan
komitmen aparatur Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan program, kegiatan dan
sub kegiatan sesuai aturan yang berlaku serta terdokumentasi prosesnya, terukur
capaian kinerjanya serta terlaporkan dengan sistematis.

Perbaikan dafa base melalui digitalisasi arsip penting untuk dilakukan dalam
rangka perbaikan manajemen data untuk mendukung kinerja administrasi dan
optimalisasi perolehan capaian nilai SAKIP.
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Vi. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program,
Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dari tujuan, sasaran dan arah kebijakan ISI BAB VI :

yang telah dijabarkan sebelumnya, 6.1 RENCANA PROGRAM DAN
selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup KEGIATAN
Kabupaten Pasuruan menetapkan 6.2 INDIKATIF PENDANAAN

program-program yang akan dilaksanakan /

Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada

selama 3 (tiga) tahun ke depan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.90 Tahun 2018 Tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkiatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 — 3708 Tahun 2020 Tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkiatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta yang terbaru yaitu Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050 — 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi
dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Program- program teknis yang dilaksanakan antara lain:

. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
A. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Kabupaten/Kota :
1. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota;
2. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota.
B. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
3. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang;
4. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD;
ll. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
C. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
5. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran
Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut;
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6. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah
Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Peruahan Iklim;

7. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

D. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota;
9. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan

Lingkungan Hidup pada Masyarakat;

10.Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

E. Pemulihan Pencemaran dan/atau  Kerusakan  Lingkungan  Hidup
Kabupaten/Kota;
12.Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar,
13.Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi;
14 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi;
15.Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi.

lil. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI):

F. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota;
17.Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
18.Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati diluar Kawasan hutan;
19.Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);

IV. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (Limbah B3):

G. Penyimpanan Sementara Limbah B3;

20. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik;

21 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi
dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3.

H. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;

22. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan
melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;

23. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah
Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau
Penimbunan.

V. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH):
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l. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin
Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
24. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban zin Lingkungan dan/atau |zin
PPLH;
25. Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
26. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang lzin Lingkungan Hidup, 1zin
PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
27 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan
Rencana PPLH.
Vl. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan
Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
J. Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang
terkait dengan PPLH;
28. Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan
Keberadaan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak
MHA yang terkait dengan PPLH.
K. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan
hak MHA yang terkait dengan PPLH
29. Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan
MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait
dengan PPLH
VIl. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan
Hidup Untuk Masyarakat:
L. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup
untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
30. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup;
Vill. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat:
M. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
31. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia
Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.
IX. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup:
N. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
32. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota;
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33. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian
Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau
melalui Pengadilan.

X. Program Pengelolaan Persampahan:
0. Pengelolaan Sampah

34.Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah
Kabupaten/Kota;

35.Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang
dan Pemanfaatan Kembali;

36.Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpuian,
Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di
TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota;

37.Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan;

38.Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan
Persampahan;

39.Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

Selain program utama, pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup
didukung pula oleh program rutin antara lain:

Xl. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :
O. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
40. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
41. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
42. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
43. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
44. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
45. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD;
46. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
P. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
47. Penyediaan Gaiji dan Tunjangan ASN;
48. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
49. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
50. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD.
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51.

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;

Q. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

52.
53.

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;

R. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

54.
55.

Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai;
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

S. Administrasi Umum Perangkat Daerah

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

Penyediaan peralatan rumah tangga;

Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

Penyediaan bahan/material;

Fasilitasi Kunjungan Tamu;

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

T. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

64.
65.
66.
67.
68.

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan;
Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Pengadaan Mebel;

Pengadaan peralatan dan mesin lainnya;

Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya;

U. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

69.
70.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
Penyediaan Jasa Peralatan dan periengkapan kantor;

V. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

M.

72,
73.
74.
75.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

Pemeliharaan Mebel;

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

Pemefiharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya;

6.2. Indikatif Pendanaan Tahun 2024-2026

Indikatif alokasi anggaran dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024-2026 dengan perincian sebagaimana tabel berikut.
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Tabel 6.1 Indikatif Anggaran Tahun 2024-2026

Alokasi Anggaran Total Alokasi
No. Program 2024 2025 2026 2024-2026

1. | Program 18.501.580.705 | 18.827.129.658 | 20.893.762.653 | 59.050.582.133
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/ Kota
2. | Program 603.936.603 | 1.040.652.014 782.612.204 2.427.200.821
Perencanaan
Lingkungan Hidup
3: Program 2.532.727.967 | 2.878.537.506 3.248.386.265 8.659.651.738
Pengendalian
Pencemaran Dan/
Atau Kerusakan
Lingkungan Hidup
4, Program - 3.832.094.918 | 4.215.304.410 | 27.446.346.124 | 35.493.745453
Pengelolaan
Keanekaragaman
Hayati (Kehati}
5 Program 563.948.800 591.278.600 622.213.600 1.777.441.000
Pengendalian
Bahan Berbahaya
Danberacun (B3)
Dan Limbah
Bahan Berbahaya
Danberacun
(Limbah B3)

6. Program 624 .247.500 686.672.250 755.339.475 2.066.259.225
Pembinaan Dan
Pengawasan
Terhadap Izin
Lingkungan Dan
Izin Perindungan
Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
{Pplh)

7. Program 169.613.390 186.574.729 205.232.202 561.420.321
Pengakuan
Keberadaan
Masyarakat
Hukum Adat
(Mha), Kearifan
Lokal Dan Hak
Mha Yang Terkait
Dengan Pplh

8. Program 387.318.250 426.050.075 468.655.083 1.282.023.408
Peningkatan
Pendidikan,
Pelatihan, Dan
Penyuluhan
Lingkungan Hidup
Untuk Masyarakat
9. Program 125.729.126 138.302.038 152.132.242 416.163.405
Penghargaan
Lingkungan Hidup
Untuk Masyarakat
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Alokasi Anggaran Total Alokasi

s Fogram 2024 2025 2026 2024-2026
10. | Program 132.494.670 145.744 137 160.318.551 438.557.358

Penanganan

Pengaduan

Lingkungan Hidup
11. | Program 74.107.625.292 | 61.869.610.708 | 110.171.016.124 | 246.148.252.124

Pengelolaan

Persampahan

Jumiah 101.581.317.220 | 91.833.965.242 | 164.906.014.523 | 358.321.296.985
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Perizinan Msta Palayanan nfs 1 dokumen Rp 4.112.000 1 dokumen Ap 4.112.000 1 dokuman Ap 4.113.000 1 dolymen Rp 4.112.000 | Dinas Linglungsn Hidup Hidup
# secara Elektronic [Perzinen g
[ Tetinnegrasi Secarn
Elrictronik
2.11.05.2.02.02  |Keardinesd dan Sinkrontras] umiah Cokurmen Hasl
pangeiolaan Limbah 83 Kooriinas] & Sinkromizash
dengen intsh Provinsl  |Fengelolsan Uimbah 83
dalam rangha oy ivtoh don
P L b P ¥inkat Proving
danfatal pentmbunen dalam rangha
Penganghuian,
Famantaatan,
dan/! Dinas Ungkungan
v 1dok 3 dot e 383250000 | Sdokwmen |Rp 375680000 | ddokumen | Rp 392070000 | 3dukumen | Rp  39B.070.000 Dinas Lingkungan Hidup
Penirnbunan yeng Bukan Hidup
Pamde Kabupaten/Kots
serts Pefalsanaan
Pengumpdian dan
Fenyimpanan sememars
[Limboh B3 yang Sesual
[dengan Lawenangsmnys




Target Kinssis Program dan Esrangion Fensinnsan
Indikator Minsris Mondisi Kinez)
=3 Tujman, Dhta/ e puish, T " Tait Kazja Peranghut
. o gatan dan | PR0 pode Tukna paa Desreh Lokast
Eablaglatan v Awal 2054 2028 2026 periods Renaton
Hagiatan don » Parangkat Ponanggung-jawnh
Buheagiatan Dasrah
target Rp Tatget Rp target Ry Target Rp
{2.11.08
FExd nfa 3% fp 624.247.500 o fp  GAG.72.I50 P Rp  755.339.47% an fAp  755.339.475 |Dinas Lingkungen Hidup :m:”"‘*“""
1 Yorg
11106201 [ \ er e I
- 7 i 2 15,30% fip 5§24.247.500 16,38% fp  6BG.672250 17,52% Rp  755.339.475 17,52% Ap  755.330.475 |Dinas Lingkungan Hidup :mu""‘“”
, -
211.06.2.01.01 |Fasilitasi Pemanuban harnizh Rekomendasi
Ketentusn dan Kewafiban lzin |dan/atay Persatujuan
Lingkungan dan/urau k2in PPLH)|Teknks, Pennatujuan 45 dokumen 45dokumen | Rp 281163.000 f dSdokumen | Rp 309279300 | 45dokumen | Rp 340207230} dSdokumen | Rp  340.207.230 [DinasUnglunganHidp [ HRERunET
Linglungan, dan Surat Hidup
Kelsyakan Oparasi yang
Eiberikan
2.11.06.2.01.02 {Pengembangan Kapasitas Jurnish Rekomendas]
Pejabat L c dan/! Py I
Hidup Tedmis, Persatujuan Dinas Lingkungan
Orang 21491080 60 13.640.133 6 Oran, R 16.004.145 & Ovan 26.004.146 |Dinas Lingkungan H
Unigloiigan, dan Surmt nfe 5 Rp rang Rp B ] ] Ap gan Hidup Hidup
Kelmpakan Dperasi yang
[Mberkon
211.66.2.01.03 jPengawssan Usahe danfetau [ Jumiah Leporan Dar g
giatan yang Izn Ling Lisaha dan/at g
Hidup, 1zin PFLH yang. yang Diawas! [ziey
b J LS
Dasrak Ksk i i, : e Sy nia 15 Laporan Rp 302.557.200 16 Laporan Rp 332.812.920 17 Laporan Rp 355.004.212 17 Laporan Rp 366.004.212 |Dines Lingkungan Hidup Crinas Lingkungan
Kelayakan Operasi oleh Hdue
Pamerintah Caerah
Kabupaten/Kota
2110620104 |[Koordinagi dan Sinkronisasi  purmdah Dokumen Hasd
Peng dan Penerap i
Sankel Upaya dan Irakercuny| s Dinas Lingkungan
PPLH dan Penerapsn Sankst £ dokuman 15 dokuman Rp 19.036.270 15 dokuman Rp 20.939.897 17 dokumen Rp 23.033.887 17 dokumen Rp 23.033.B27 |Dinas Linghungan Hidup Hidup
Upaya dan Rencingd
PPLHD
13107 [orries i i paag
B o i e el il B i
Adat (MHA), Kearifon |l Mith nis 5% Rp 169,613,390 EEL Rp 186.574.729 4% Rp 205.232.302 42% Rp 205.232.202 |Dinzs Lingiungen Hidup Hidu
i Mok WAMA yang 3
PPLH
21107201 h E
d ; ] n/a liewings | Rp 69.612.390] 1llemoags | Bp  76574720)  dlmbaga | Ao 94222202 | 1membags | Rp 84.232.202 | Dlnas Linghungan Hidup :';:;”“"“""""
N [ R =) A
2110720101 |voordinasl, Sinkranksesi, umiah Dokumen Hasl
Pary Dt 44 {roordinasi, Sinkranisas!,
Infomaasi pengakuan Panyadiaan Data dan
Beratian MHA Kaarf . e
Lokal atau F " {xeberadaan MHA [Hnas Linghungan
Tradlsicnal dan Hak Kearif. Ifon Lokal atau B8 dokuman: & dokuman Rp £9.613.390 10 dokuren Rp 76574709 12 dokuman Rp 84232202 13 dohuman Rp B4 232,200 [ Dinas Lingkungan Hidup Hidup
[ M X gy et T
Tradisional dan MHak MHA dan Hak Kearifan Lokal
teckait PPLH otay Pangetahuan
Tradistonal den Hek MHA
Terkalt dengan PPLH




Tedgwt Kinetfa Program das Kerangin Pesdansan

Todikator Hiserjs Dats Cupsins Rchthel Eiaut} Dai
- den [JORER Tabun puda akhlr Bt Pemangee
Program, Kegintan dun i pads 2024 2035 2026 pociods Renatre
Sablugintas Awnl P
Keoglutan dam [ 'smanggung-jawsh
s Poronoanss
Dasrnk
target Rp Turget Rp tanget Ry Target Ry
Ay nfa 2 lembaga Rp 100.000.000 3lembuga Rp 110.000.000 4 lemhaga Rp 121.000.000 4 jembaga Rp 12100006} | Dlrues Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan
- 2 Hidlup
Hak MBA it
Pemberdayaan, Kemitrsan,  [lumizh Dokumen
Pendampingan, dan Kelambagean MHA,
Panguatan Kelembagaan Kearifan Loked,
MHA, Kenrifon Loksl, Pangetahuan Tradiskonal
Panpgstabuan Tradisional, dan |dan Hak MHA Terkalt TR—
Hak MHA Terkait dengan PPLH [dengan PPLH yeng nfe 2 dokumen Rp 100,000.000 3 dokumnen Ap  110.000.000 a dakumen Rp 121.000.000 4 dokumen Ap 121,000,000 | Dinaz Linglungan Hidup s g2
Dilakukan Pemberdayaan, ]
Kemitraan,
Pendampingan dan
{Penguatan
21168 | B el
Hahoish, Parmsahann, Dinas Lingkungan
Kamaryarskutan 19% 5,16% Rp 387.516.250 7,509 Rp 426050075 9,949 Rp 465.655.083 9,94% Rp 468655083 |Dinas Ungkungan Hdup | S
L
; Dinas Lingkungan
nfa &8 lembagn Rp 387.318.250 95 lernbags Rp  A26.050.07% 103 lembags Rp 458,655.083 103 lsmbaga Rp 468.655.083 | Dlnas Linglungan Midup Hicup
33E L8 LT 4T
2.11.08.2.01.02
Ungkungan Hidup Perbinzan Garakan A v
Pedul dan 25 diok 4 Rp 367.318.250 4 dekumen Rp 436050078 4 dokumen Rp 456.655.083 4 dekuman Rp 458,655,083 (Dinas Lingkungen Hidup Mrlun,
Cinza Lingkungan
Hidup
2.11.09
/e 2.80% Rp 125.729.126 317% Ap 138302038 3,00% Rp 152132242 3.40% R 152.132.292 [Dinas Lingkungan Hidup g::;”“"“"‘"“
D
na a.58% ap 125.729.126 493% AP 138300038 5,28% np 152.132.242 s20% Rp 152.132.242 [Dinas Lingkungan Hidup H::;”“"‘""“"
F 3 -._ i
211.09.2.01.01 |Perizian Kinerfa Jurnkah
Masyaraksl/lambaga Mazyaraket/Lembaga | —
. b " as Lingkungzn
» SEAY: . 41 wittitas 4 anttta: Ay 125.729.126 A entix Rp 138.302.038 4 entitas Rp 152.132.242 4 entitas Rp 152.132,242 [Dinas Lingkungan Hidup
Usaha/Dunia Pendidikan/  [Usaha/Dunia ’ — . Hidup
Filantropl dalarn Periindungan |Pendidikan/Fliantrophl
|dan Pengeloiasn Lingkungan Dinilai Kinerj
21110 [rraran Tyssmterar Tt
R b iy
i m—y JDinae Lingki
P 100% 100% Rp 152,494,670 100% Rp 145744137 100% Rp  150.318.551 100% Rp 150318551 | Dines Lingkungen Hidup m:; o
o e




Target Winwgs Program dan Kerungin Pead:
Indlimtoz Mo
Dmts Capadan Eondisi Kinega
Tajrar, poda nkhic Onit Manje Porungae
Kods Progras, Registan c Prags pody Tohen 2024 2028 2026 poviode Reastre Duersh Lolmal
- Kagiatan dan » Paganghat Fomangguug:jawzh
dbliagiatan Deareh
targwt Ry Turget L3 target Ry Target Rp
2.11.10.2.01
100% 100% Ap 132494670 200% Rp  M46.742.137 100% AP 180318561 100% Rp 160318551 | Dines Unghungen Hioup :;‘:;um"
211.10.2.01.01 [Pengeiokan Pangaduan humiah Pergaduan Dinac Linghuamgan
sp P |Mavyarak hacap hoap
[Kabupaten/iota PPLH Kah /Kol 5 dok i5 dok L™ 105406576 | 15 dokumen | mp 115947234 | 15 dokumen | Rp 127561957 | 15 dokumen | Mp 127.541.957 [Dings Lingkungan Hidup
vang ‘Oinas Lingkungan
me}mu«m Hidup
12112020102 |Koordinasi dan Sinkronlsasl  Dumdab Dokumen Hasil
Penerapan Sanks Koordinas dan
igheta, danfatau Peny A 20 dok 15 &p 27088094 | 15 dokumen | Rp  T9.796903 F 15 dokwmen | Ap IL776.594 | 15 dokwmen | Rp 32.776.594 |Dines L Hi Dinas Linghungan
Lingkungan Hidup di Luer Penyelesalan SEngheta, nws Lngkungan Hidup Picup
Purgudilon atay melatul danfatau Penyldian
Pengadilan Lingiungan Hidup dt Luat
[XTET]
Dinas Unghungan
nfa 79,3% %% B2,0% 820% Hidup
Rp  74.167.625.292 Ap GLAGS.G10.708 Ap 110171016124 Rp 110171016124 |Dinas Lingkungan Hidup
nfa 32,1% 437% 549 54,9% Binas Linghungan
Hidup
211.11.2.01 ofe 22.30% 73.4% 20,6% 24,6% Dinas Lingkungan
N 74107625292 %p 61.869.610.708 Rp  110.171016.124 Rp  110.171.016.124 [Dines Unghungan Hidup [ 0ue
na 2280% 30,6% wan ;% Oines Lingkungen
Hidup
2111120100 fretyusuman Keltjokan dan uridah Dolumen
exi Dacreh Pengeiol Kebijakon dan Strategi
[ampah Kabupaten/Kota Dasrah Pengeiclian Dinas Lingkungan
Sampah Kat fi 2 dok 2 dok Rp 105500000 |  2dokumen [ Rp £.000.000 2 dokuman p 6.500.000 2 dokuman Rp 5.500.000 |Dinas Uinghungen Hidup [0 -
L]
pang Dissun dan
Ditetapkan
1211.11.2.00.02 [Pengurangan Sampah dengan [Jumish Laporan Hasd
an Pasnit [Pengurangan Sampsh
Pendsuran Uking dwn dengan  Makikukin 1 2 Dinas Unghungar
Pemsofaaton " em Pandanran 3 lapocn Iaporen Ap 25.600.000.000 1 lporan Rp  25.800.000.000 1 leporan Rp  26.000.000.000 1 leporan Np  26.000.000.000 |Hnas Lingkungan Hidup Hidup
Hang dun Pemanfaztan
Kambali
211.11.2.00.08 [Penangeran Sampah dengan  [Jumiah Sampsh yang
fctabukan Pemilstan, Dipilah, Dleumpulion,
:f"""f“f“'":-:"""“““" E""“"‘Am 197457 wn 9777wn | Rp  27ar0smasa] 132165 | Rp 27557310708 |  167.009te | Re  277m2196.12a|  167.029wm | Rp  27.762.196.12¢ |Dines ingiungen tiup | Linekuegen
jAkNIF Sampah o TPASTRST/SPA
P, A Kabupate
2.11.11.2.01.04 |Peningkatan Paran serta Jumish Masyarakat,
Musyerakat dalam Kelompak Macyarakac
[Pengeloiaan Persampahen wtau Pors Pihak Lainmyy Bines Lingku
yang Tatliat Aktif datam | 3 kelomyok 3 kalompok | Ap 1493000000 | 33kelompok | Mp 1505100000 | 33 kelompok | Rp 1518410000 | Sakeoempok | R 1.518.410.000 |Dinas Unghungsn Hidup H;" ngkungsn
Kaylatan Pungeiodann up
Sampah Barbuals
Masyarakan

21



Target Kinesja Pr aghon P
Indikntor Kinaje Capatan Kondisl Kineds
Program, Kegiwten dan Tujuan, nn:. Tahns pude wkhir Umit Karifn Parnmygleat
Namwean Kode Salkegiatnn Sasaran Program, Laseliiy 2024 2028 2026 pariode Renstra Duersh Loeusl
Mh.’ sy FPeramcanunn Paranghat
Drarsh
target Ry Toctput Rp turget Ry Target b
2111120005 |Koordinas] dan Sinkronisasl | hemish Dokuman Hesd
Penyediaan Sarana dan Koordmash den
Perzampahan - Prasarana dan Sarana
Bursarna Pamerintab
Pusat, Provivsi maupon
Plhak Lain di Luar
i e Dinas Lingkungan
P ata untuk 3 dokuenen 1okumen Rp 121.000.000 1 dokutnat Rp 153.100.000 1 dokumen Rp 146.410.000 1 dokumen Rp 146.410.000 | Dines Ungkungan Hidup el
{Pengelotaan Sampah »
Ehbuplb&n}m.
[Fengelolaan
Persarnpaban Secyai
dengan Rencana induk
Pengelolaan Sampah dan
Mengecu pads Jakstrada
2.1111.2.0107 |Penyedizan Sarona dan Jumitah Sarana dan
Persampahan & Sampah untuk Itl‘dlhn
TS Pernl Py i Dinas Li
TK::.T mﬁ(m Pengingkutan, 3 unit 18 unk p 19,417.500,000 18 unit Ry 6.857.500.000 18 unit 54.717,500.000 18 umit 54.717.500.000 | Dinas Linghungan Hidup Ridup foer
Pangolahan, dan
Parrosasan Akhir
Maaingintnys tertih 241401 Mh ¥
adwinistrasd Dinas Li
Rt 100% 100% M 15501580.705 100% Rp 19.655.230.775 100% R 20.693.762.658 100% R0 20893762653 [Dinas Ungrungan tdup |10 i
pemarintah desrak
janmam 1 k
- = ® k
100% 100% Rp MIEMT20 100% Rp  301.284.192 100% Rp 331.412.612 100% Rp 331.412.612 [Dinas Linghungan Hidup z:::iung e
& s  iade .
{2-1004.2.01.0F  |Penyusunan Dokumen Dinas Lingkungan
Fer F gk 3 3 dok Rp 166.4074.310 3 doluman Rp 182.682.791 3 dedoumen Rp 200.950.521 3 dokumen Rp 200.950.521 |Dinas Lingkungan Hidup Hidup
|Gasrah
2110120102  |Koordinasi dan P
[dnas Lingkungan
Dokuman RKA-SKPD 2 dokumen 2 dokumen Rp 19.A39.600 2 dolowmen Rp 21823560 T delourmoen Rp 24.005.916 2 dokunen Rp 24.005.916 |Dinas Lingkungan Hidup Hidup
2.1101.2.01.03 |Keordinad dan Penyusunin  |lumish Dokumen
Dok han RKA Perybrhan REA-SEPD dan Dinas Linglungan
SKPD Laps Hastl dinas 2 dok 2 Rp 12 0BE.800 2 dokumen Rp 13,295,480 2 dokuersen kp 14,625,028 2 dokumin Rp 14,625,025 |Dines Lingkungan Hidup Hidup
Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
21101.2.01.04 |roordinas dan Penyusunan | lumizh pefyusunan Dinas Linghungan
GPASKPD dokumen DPA SKPD 2 dokumen 2 dokurnin Rp 17.583.500 2 doluman Rp 15.341.850 2 dokuman Rp 21.276.035 2 dokumin Rp 21.276.025 |Dinas Lingkungan Hidup Hidup
Jsesuai dengan ketentuan
2.11.01.20105 |Kcordinas dan Penyusunan  |Jumiah Cokumen
Perubaban DPA-SKPD Parubshan DPA-SKPD dan s
dolasmen DI n
Laporan HasH Kaordinas! 2 2 dolurnan Rp 12,085,800 2 dokumen Rp 13,295 480 2 dokumen Hp 14.525.028 2 dokumen hp 14625028 |Dines Ungkungan Hidug Michy Ungliona
{Penyusunan Dokumen P
Perubahan DPA-SKPD
2100120106 |Koordinasi dan Penyusupan  {Jumizh Laporan Cepaian
Leporan Capaian Kinerja dan  {Kinerfa dan khisar
Ikhtiaar Realisasl Kinarjs SKFD {Reallsasi Kinerja SKPD dan
Dinas Lingkungan
Laporan Hasil Koordinas! al i 4laporan Rp 12 303,070 4 laporan Rp 13.423.997 # luporan hp 14.765.15 4 laporan Ap 14.765.715 |Dinsa Lingkungan Hidug Hidu
Fretvyusunan Laporan P
Capalan Kinesa dan
Ikhilsas Reslisast Kinerp
lsern




Target Kinechs Progrum dva Ksesnghn P
in Kinazjn Eondisi Kined]
Dats Capudan L Unte
Kods Program, Keghstan dxn 4 ’m pade Tehnn pads akhiy wﬂml Lolmal
Sabhagistan Basaren v Awal 2624 2638 2026 poriodes Renstes
Maglatan dvo » e Peranghst Panangguay-jewal
Sabkagistan Davrah
i o L. Targst Rp target Rp Terget L
2110120107 |Evaluas! Kinetja Parangkst Jumlah Laporan
Paetal ’m‘::;:""’" 3 hporan suporn | Rp 340040 3wporan | Rp  3razzisa|  smporse | e 41364369 | 3leporn | Mp 41,164.369 | Dinas Lingkungan Midup ::::“""“"‘""
Dasrah
21101202 gt §
i = ! 100% 100% fp 13639200961 100% fp 14306622157 100% Rp  15.010.284.373 100% Ap  15.000.284.373 |Dinos Ungkungan Hidup ﬁ::"“"“’"“"
e e e St e o ey S,
2.11.01.2.02.01 |Penyedisan Ga)l dan (atnkah  Orang  yang Dinas Lingkungan
Tunjangan ASH Menarima Gali den £3 orang/bulan 80 orerg/bulan | Rp 9.500.000.000 { BC0orang/bulen | Ap  9.750.000.000 B0 oreng/bulan Rp  10.000.000.000 | 60orsng/bulan | Rp  10.000.000.000 |Dinas Lingkungan Hidup Hidu
Tunjangan ASN u
2,11.00.2.02.02 [Penyediaan Administrasi Warnlah Dokumen Hasil Dinas Lingkungsh
Petaksanasn Togas ASN Penyndizan A 13 dok ETS Rp 4055200961 | 36dokumen | b 4476122157 |  36dokumen [Rp 4523734373 |  3bdokumen [Rp 4923734373 [Dinas Unghungamiidup | L0
Pelaksunoan Tugas ASN »
2.11.01.2.02.04 Jinast don Pelak iz |
RSrfal SEEY :;’::;:‘""“‘ 1 dokuman Gdolurnen | Ap 1500000 | Gdokuewen {Rp 20000000 Gdokuven | Rp 20000000 |  Gdokumen | Rp 20,000,000 |Dinas Lingkungan Hidup m::’"""‘“"""
Akurans] SKPD
[2.11.01.2.02.07 |Koordinast dan Peraasunan | lumiah Laporan K B:
pivi el 2t +
R LA, <Pt dan
et S Eamerii focydinac] 1B laporan 19taporan | hp 20000000 | i9bporan [ Rp 44000000  1Suporan | Rp 43400000 |  19uporsn | mp 43.400:000 | Dinas Linghurgan tidup |07 Lsgkungan
Pamyusunan Lapomn Hidup
L Heusngan
[Sulanan/Triwulanan/Sem
|esteran SKPC
Penyusunan Pelaporan dan [ Jumiah Dokuman
Analisis Prognosts Resll Pel dan Ginas Lingkumgan
Arggaren AnclisknPraghoals nfa 2 dokumsn Rp 15.000.000 2 dokurmen Rp 16.500.000 2 dokumen Rp 16.150.000 2 dokuman Rp 15;150&‘0 Hidup
Realizasi Anggarsn
21100208
. 2 dokumen 100% Ap £5.000.000 100% Rp  71500.000 100% Rp 78.650,000 100% Rp 78.650.000 |Dinas Lingkungan Hidup m::"""‘“"““
2310120301 |Pengomanan Sarang Millk (Jumiah Dokumen i
it Sk ::‘m:""""‘" Barang 2 dokuman Sdokumen | Ap 20000000 | Gdokumen | Rp 22000000 6dokumen | Rp 24200000 |  Gdokumen | Rp 24,200,000 | Dinas Lingkungan Hidup m""‘*"“‘“‘
[raerah SKPD
Pemyusunan Parkneanasn Jumniah Rencana 3
Kebirtuhan Barang Mlk Kebutuhan Birang Mk nia T dedumen Rp 45.000.000 7 dokuman RAp 45.500.000 7 dolumwn Rp 54.450.000 7 dokumen Rp 54.450.000 Hmp" oy
Dpersh $KPD Dasrzh SKPD
211.01.2.08 - . ]
) 100% 100% Rp 198.285.000 100% Rp 218113500 100% Rp  239:920850 100% Rp  239.524.850 [Dines ingkungan Hidup ::;""“'“‘“’"
2.1101.20501 |Pendidikan dan Pelatihan  |Jumiah Pegswad
Pegawal Tigei™ [Davciersriah Ylgastian orang 5.220.000 20 Oreeg R 56.016.200 20 O R 6.816.200 i Hid Pinas Lngdingan
dan Fungst Fungs) yang Mengikyt! 1 Wonmmg Rp 220 Rp 60,742,000 20 Crang P E ang 1] 16. Cinas Lingkungan Hidup Hidup
Pancidiken dan Pelatihan
Peningkatan Sarana dan (ymiah Unft Peningkatan Dinas Lingkungan
Prasarans Disipin Pagaesl Sarans dan Prasarana nis 355 unit hp 143.065.000 355 unit Rp 157371500 A55 unk Rp 173.108.650 355 unit Rp 173.108.650 Hidup
Diiphin }
E Ty : i il 100% 100% Rp  1S88.525.166 100% Rp  1747.377.682 100% Rp 1522115450 100% P 1922.115.450 |Ginas Ungkungae Hidup ::::‘ Uingkungan
1110120601 |Penyedizan Kompanen uriah Paket Kompohen
s Listrik/P Takl Dinas tingkungan
Bengunin Kamor Uistrik/Penerangan n/a 48 poket Rp 350.132.008 48 paket Rp 385145208 48 pakoay Rp 423.659.719 48 paket fp 423650720 —
Bangunan Kantor yeng
Disectiakan




Target Klnsgjs Prograse des K ek Py
. Data Capuian Hoadis! Kizag Dait Koje Peranghint
Frogram, Eaglatan dan Tojuan, pada Tahan pada akhie Lol
Sosnenn Kode Bebkagiatan Saseren,Program, i 2024 2088 2026 pasiods Reaatrs Daarah
Keglatan das Forunghat Pomangguuy-jawab
Bublosgiacim Dasruh
arget Rp Turget Ry Ehigwt Ry Turget e
2.11.01.2.06.02 |Panyediaan Peralatan dan burish  Paket
L
Farlengkopan Kantor Peralatan n-d:n 24 pakat 6 Dokt . 65,453,064 &Paket ®p  621998.3%0 6 Poket Rp  6A4.190.207 & Paket Rp  684.188.207 {Dinas Unghungsn Hidup :‘:‘; Inghisngan
JKantor yang Disediakan
[2.11.01.2.06.03 Humlyh Paket Perslrtan ™
:.whm Peralaten Rumah L o rangga yeng nfa paker Ap £0.000.000 Epaket Rp  55.000.000 B paket Rp 60.500.000 8 pakat tp 60.500.000 [Dins Unghungsn Hidup [ i::: Linghungan
snear Disedlakan
2110120604 |Peryediaan Behan Logistk  [umiah Paket Bahan Dinas Linglungan
Kantor Logistlk  Kantor yang 44 paket 9 paket Ap 51.510.094 9 paket Rp 6E.879.903 9 palort Ap T5.757.804 % paket Rp 75767494 | Dina Lingkungan Hidup Hidup
| Deaciakan
2.11.01.2.06.05 |Penyediaan Barang Cotelen  |jumish Paket Barang
Dinas L
dan Penggandaan Cetakan dan 2 Pakat 12 Puket fp 84,942,000 12 Paket Rp  93.436.200 12 Paket Rp 102.772.820 12 Paket fp 102.779.020 |Dinat Linghungan Hidup Hm: inghungen
21101.2.06.07 Dines Lingkurgan
Fenysdiaan Bahen/Metedal yang L' & paket Rp 40,000,000 & poket Rp 44.000.000 6 pakat Rp 48.400.600 6 paket Rp 48.400-000 |Dinat Lingkurgmn Hidup Hidup
LT H n
2.11.01.2.06.00 |Fasilitasl Kunjungan Tamu lumiah um:asum 1 N 2 o 1 12 Rp 56,231,020 2k o 6L854.232 121 #p $1.854.232 |Dinas Linghungsn Mdup e Lingioungs!
2.11.01.2.06.09 |Penyelenggaraan Rapat umiah  Laporan
Koordinasi dan Konsultas! Fenyelenggarsan  Rapay Dings Linghungan
SKPD Koordinasi den Konsultos! 12 lsporan 12 lmporan Rp 384,260 600 11 laporsn Ap 422.666.850 12 laporan Rp 464,955 568 11 baponam Rp 454,955,568 | Dinars Lingcungen Hidup Hidup
SKED
211.01.2.07
nfe 100% RAp 1.545.970.840 100% Ap  1.704.967.924 100% Rp  1.875.464.716 100% Rp  1E75.464.716 |Dinas Lingkungan Hidup ::::;u hgan
Pengadaan Ksndarsan Buimbrh Unit Kendaraan
Pacorangan Dines st Pararangan CNnas stau & £28.854.908 1 unit £28.854.908 | Dinas Lingku Pinas Linghegan
raan . 22 Dines 1 nfa 1 unkt Rp 519.714.800 1 uakt Rp  S71.686.280 1 unit p L] Lingkungan Hidug Hidup
Lﬂg [Heedlskan
Pengadaar Kanderaen Dinas |hermiah Unit Kendersan
Gperasional atiu Dinas Operssional atau e 1unkt Hp 515,718,000 1 unk Rp  567.284.300 Tk Rp 624012730 it Rp  624.012.730 |Dinas Lingkungan Hidup ﬂ:“ e
Lapzngen Lapangan yang up
Dismelaboun
iz | [T
ZANL0LZ07.05  (Pengacdaan Mebe) nm-i:.m Mebel yang nfe 10uni np 113.967.100 10untt Rp 124703610 10uch Rp 137070091 10 umit fp 137.175.191 |Dines Unghungan Hidup |72+ LIns¥unzan
i n m
Pengadaan Persiatan dan Jurluh Uait Perskatan dan! Dénas Lngkungan
Muasn Lainnys Mlesin Lainnya yang L] 5 unilt Rp 36.676.200 Sunit Rp 40.343.820 Sunih Rp 44,378,202 5 univ Rp 44,378,202 | Dines Unglungan Hidup |"“ll'-‘
Disediakan
Pengadaan Gedung Kantor  [lumish Umit Gedung {binas Ungiungsn
s Bangunsn Lainnys Kantor s Bangunan nfa 18 uniy Ap 364.499 74D 18 unht Rp 400.949. 714 18 unke Rp 441.044.685 18 ynit Rp 441,044,685 | Dinas Ungiungan Hidup Hidup
Lana Disedlakan
211.0L.2.08 Dina
[T 100% Rp 433,876 548 100% Rp 477.264, 103 100% Ap 524.950.61% 100% p 524,990,623 | Dinan Lingiuhgan Hidup HH“;W
2.11.01.2.0802 [Penyediasn lazs Komunlkasl, [Jumiah Laporan
Sumber Dava Air dan Ustrik | Penyedisan lasa Dinas Unghumgan
KormueHicasi, Sumber Doy A8 laporan AB lapotan Rp 350.132.008 48 laporsn Rp 385.145.200 A8 bapoesn Rp 423.650.750 A% lyporan Rp 433.659.730 [0inas Lingiungsn Hidup Hidup
e dar Listrik yang
Dizadikan
2.11.01.2.08.04 |Fanyediaen f830 Palkvanes | Jumish Laporen u
Urmim Kantor Penyedizan Jase 5 ) 52.113.994 101.330.892 5 Laporan 101.230.993 [Dinas Unghungonidup  |oon " "
Belayanen Kantar 12 laperan Laporen Ap 83,744,540 5 Laparan Rp S Laperan Ap pot Rp ngkungan Hidup
Digtglokan
|211.01.2.08 Cinas Ungkungan
1 dibkurman 1 dokumen Rp 752026470 1 dokumen Rp 820.109.117 1 dolumen Rp 910.920.029 1 dolumen Rp 910.920.029 |Dinas Lingkungsn Hidup Hdup
2.11.01.2.0802 |Perywdizan jasa urmiish Kenderaan
Pemeltharaan, Blyya Perorangan [Mnas atau Pinas Lingkungan
Parmaitharsan, Pajak, dan Kandarsah Dinia Jebate Gumit &Unk Rp 454843 920 & Unht Rp 500.306.552 6 Lnit Ap 550.117.207 6 Unit Rp £20.117.207 | Dinas Lingkungan Hidup icup
Perizinan Kendarsan Dinss  {yang DipaBhaea dan
onal atau dibayarkan P.




Turges Kinasa Pr g
Indiiotor Hinecis
R ey Duta Capaian Hondisl Eiswtjn Unlt Kogs Pernghat
s ' : Sssaran.Prograce, it 2024 2028 2028 perisds Ranstra Dudrak Lt
- = Parancatnan Parunghat Pacppn gy g-jaeral
7 Dasrah
e Ry Target ) et np gt Ay
10, S0u 05" | Pymeitisan irebal g"‘"::w""*"""“ 1umit 12 Unit Re 1.155.000 B |& 1270800 12 Uakt hp 1397.550 12 uni ™ 1397550 |oinas Unghungan idp [ seghunpay
T11.01.2.09.06 |Pemeiiharaan Peralatan dan  |Jundak Peralatan dan ines Ungkun,
Mesin Lainnya Mesin Lainfya yaog 5 onit 8 Unit Ap 37.236.650 S Unit Rp  40.960.313 8Uni Rp 5.056.347 gunk Ap 45,056,347 |Dinas Unguungan idop [J105% KO
Dipaihara
T11.01.2.0908 |Pemeliharoan/Rehabilias  [Jumiah Gedung Kantor
I-G:I:x it i B gurcer ::""&""“""" Leinya 1unit 2Unk Rp 222,937,500 2 Uit Rp 244571250 20mt Rp  269.02837% 2Unkt Rp  265.022375 [Dines Lingkungan Hidup m:”"““"‘“
Dipelihaca/Direhabillasi
TALEIZ00.10 |Pemelibarsan/Rebabiitasl  [fumiah Sarana dan
Saranadan P Gedung |F Gudung {pinas Lingkungan
Kantor atau Bangunan Lalnnya | Kentor atau Bangunan 1 umit 2 Unit Rp 37.455.000 2 unit Rp 41.300.500 T unit Rp 45.310.550 2 it Rp 45.320.550 | Dinaz Lingioangen Hidup
Leinnya yang
Dipélihara/Direhabitast :




DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

VIl. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan yang mengacu
pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten

Pasuruan adalah indikator kinerja yang akan ISi BAB VII :

dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten § 7.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasuruan dalam 3 (tiga) tahun mendatang (lKU’ DINAS LINGKUNGAN

sebagai komitmen  untuk  mendukung HIDUP

pencapaian tujuan dan sasaran RPD § 7.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. ; {IKK) DINAS LINGKUNGAN

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Lingkungan Hidup

Dalam rangka mencapai tujuan pertama RPD Kabupaten Pasuruan yaitu
Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah dan Sasaran RPD
yaitu Terjaganya Kualitas Lingkungan dengan indikator kinerja : Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup, maka ditentukan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup.

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan
sasaran RPD Kabupaten Pasuruan disusun dalam Tabel 7.1 dan 7.2 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD (Tujuan)

 persentase penurunan
1 beban pencemaran dan a/n 1,11% 2,26% 3,48% 3,48%
kerusakan lingkungan _
hidup

—_ Rencana Strategis Tahun 2024-2026 (|




DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD (Sasaran)

SASARAN OPD | (DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. PASURUAN)

Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Kondisi Target Target Target | Kondisi
NO Indikator Sasaran | Awal 2024 2025 2026 Akhir
P tase U
3 | s aggkion ain 1250% | 1250% | 16,67% | 16,67%
Hidup
P
PR stk o LN ain §217% | 6455% | 7831% | 7831
dan Limbah B3
Persentase Upaya
a Pengendalian Pencemaran a/n 55 % 60 % 65 % 65 %
dan Kerusakan Lingkungan
Hidup
Porsentase Upaya
4 | Penaatan dan Peningkatan a/n 4667% | 53,33% 60 % 60 %
Kapasitas Lingkungan
Hidup
SASARAN OPD Il (DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. PASURUAN)
Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
o Kondisi Target Target Target | Kondisi
NO Indikator Sasaran Ii Awal 2024 2025 2026 Akhir
1 | Nilai SAK!P DLH 82,00 - 85,00 88,00 90,00 90,00

7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup

Dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, maka ditetapkanlah target kinerja urusan lingkungan

hidup.

Target kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan lingkungan hidup tertuang
pada Tabel 7.3 sebagai berikut:

—_
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DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASURUAN

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Kunci Urusan Lingkungan Hidup

g t}:;:‘(z :g“::ﬁ; i 62500 | 62504 | 62741 | 62852 | 62,852
(IKLH) Kabupaten poin poin poin poin Poin
Indeks Kualitas Air 53,59 53,59 63,62 53,70 53,70
2 (IKA) poin poin poin poin poin
Indeks Kualitas Udara 81,04 81,04 81,10 81,20 81,20
3 (KV) poin poin poin poin poin
Indeks Kualitas 43,53 43,53 43,55 43,58 43,58
4 Tutupan Lahan (IKTL) poin poin poin poin poin
Sub
Terlaksananya Koordinator
5 | pengelolaan sampah Pengurangan
di wilayah Kabupaten 36% 45% 54% 63% 100% Penanganan
Sampah
Tersedianya informasi Sub
terkait rasio angkutan Koordinator
6 | pengelolaan sampah 5% 10% 10% 10% 10% Penanganan
terhadap volume Sampah
timbuian sampah
Tersedianya informasi Sub
7 | terkait kapasitas TPA 5% 10% 10% 10% 10% Koordinator
terhadap volume Penanganan
timbulan sampah Sampah
Tersedianya informasi Sub
terkait jumiah TPST 2 6 8 Koordinator
8 | dibagi jumtiah sampah 8 24 Penanganan
pada masing2 Sampah
tingkungan
Ketaatan penanggung Sub
jawab usaha dan/atay Koordinator
kegiatan terhadap Penegakan
g | izin lingkungan, 4286% | 4667% | 53,33% | 60,00% | 60,00% Hukum
izinPPLH dan PUU LH
yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
Kab/Kota
e Sub
Data izin PPLH yang ICanecinntar
diterbitkan oleh =
10 . 30 45 45 45 45 Kajian
pemerintah daerah
kabupaten/kota dokumen | dokumen | dokumen | dokumen | dokumen Dampak
Lingkungan

—
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Rasio pejabat Sub
pengawas LH di Koordinator
11 daerah (PPLHD) di 30rang | 50rang | 60rang | 6 Orang | 6 Orang Penegakan
provinsi terhadap Hukum
usaha yang izin
lingkungan.
Penetapan hak MHA Sub
terkait dengan PPLH Koordinator
12 | yang berada di 17% 67% 83% 100% 100% Peningkatan
Daerah kabupaten/ Kapasitas
kota
Terfasilitasinya Sub
kegiatan peningkatan Koordinator
pengetahuan dan Peningkatan
ketrampilan Kapasitas
13 | masyarakat hukum i 17% 25% 33% 33% B
adat terkait PPLH
Jumlah lembaga
kemasyarakatan yang
diberikan diklat
tzin PPLH yang Sub
44 | diterbitkan oleh 15 15 15 15 15 Koordinator
pemerintah daerah dokumen | dokumen | dokumen | dokumen | dokumen Pengaduan
kabupaten/kota
PUU LH yang Sub
18 diterbitkan oleh 13 1 1 1 16 I;oordinrr
pemerintah daerah enegakan
kabupatenikota peraturan | peraturan | peraturan | peraturan | peraturan Hikiin

_—
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Vill. PENUTUP

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026
merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan OPD yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam
penyusunan Renja Kerja (Renja) OPD selama lima tahun ke depan.

Indikator dan target kinerja pembangunan daerah yang tercantum dalam
Renstra DLH Tahun 2024-2026 ini wajib dipenuhi untuk mendukung tercapainya
kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan di bidang Lingkungan Hidup.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Pasuruan ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan,
sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua unsur
pimpinan maupun staf. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan
rencana strategis ini setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi. Apabila
diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Renstra Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan termasuk indikator-indikator kinerjanya
yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa
mengubah tujuan pada rencana strategis ini.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF
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